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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Saat ini korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa 
Indonesia karena telah merambah dalam kehidupan masyarakat 
yang dilakukan secara meluas (masif) dan sistematis (terencana). 
Tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terjadi secara masif dan 
sistematis tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga 
merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Bahkan melanggar hak-
hak sosial dan merusak tatanan perekonomian masyarakat. Korupsi 
juga telah menjadi stigma negatif bagi bangsa dan negara dalam 
pergaulan masyarakat internasional, sehingga Tipikor telah masuk ke 
dalam kelompok tindak kejahatan yang pemberantasannya harus 
dilakukan secara luar biasa. 
Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga 
menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan 
nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Firmanzah (2016) mencoba menggambarkan hal 
ini dengan merujuk pada berbagai studi empiris mengenai praktik 
korupsi yang mendestruksi kinerja perekonomian dan sejumlah 
indikator pembangunan lainnya dengan menyitir tulisan berjudul 
Corruption and Economic Growth, Journal of Comparative Economics (Mo. 
P.H., 2001) dikatakan bahwa setiap kenaikan 1% level korupsi akan 
mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,72% dan korupsi 
merusak tatanan ekonomi-politik suatu negara karena memicu 
instabilitas politik sebesar 53%, menurunkan investasi menjadi 22% 
dan menurunkan produktivitas suatu negara hingga 9,7%.1 
Ada studi lain yang juga menegaskan bahwa negara dengan 
indeks korupsinya tinggi akan mempengaruhi rendahnya Index 
Human Development, seperti: tingginya angka kematian balita, kurang 
gizi, dan putus sekolah. Korupsi di birokrasi dipastikan menurunkan 
efisiensi sehingga akan meniadakan pertumbuhan ekonomi seperti 
                                                             
1 Bambang Widjojanto, Bunga Rampai Opini Guru Besar Antikorupsi: Memper-
kuat & Mempertahankan KPK. Penerbit Indonesia Corruption Watch Jakarta, 
2016, h. 7. 
  
dikatakan De Soto (1989) dalam The Other Part dan menghancurkan 
kualitas sumber daya manusia seperti dikatakan oleh Gupta et.al. 
(2002) dalam Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty? 
Economic of Governance.2 
Sehubungan dengan hal itu, maka upaya pemberantasan 
korupsi harus dapat dilakukan secara maksimal, sehingga dapat 
dilakukan percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan 
kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Dari hasil kajian studi dan 
fakta empiris yang terjadi selama ini tidak akan ada pertumbuhan 
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial apabila tidak 
dilakukan upaya pemberantasan korupsi secara efektif, efisien, masif, 
dan sistematis. Sebab sebagian besar economic crime mempunyai 
hubungan yang sangat erat dengan kejahatan korupsi. Contoh negara 
yang telah berhasil dalam penanganan korupsi di negaranya adalah 
Bostwana, salah satu negara yang berhasil mengintegrasikan 
penanganan korupsi dan kejahatan ekonomi. Pada tahun 1994, 
pemerintah Bostwana mengundangkan peraturan yang disebut the 
Corruption and Economic Crime Act. Hal ini adalah salah satu strategi 
ofensif dalam pemberantasan korupsi yang diintegrasikan dalam 
lembaga anti korupsi DDEC (The Directorate on Corruption and 
Economic Crime).3 
Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia telah meluas 
di berbagai kehidupan masyarakat yang melibatkan banyak pihak. 
Korupsi tidak saja dilakukan oleh aparat pemerintah (eksekutif), 
tetapi juga dilakukan oleh para anggota dewan perwakilan rakyat 
(legislatif), dan juga para penegak hukum sendiri (yudikatif) maupun 
pihak swasta. Korupsi tidak saja dilakukan di kantor tetapi juga di 
luar kantor yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan pihak 
swasta. Oleh karena itu, berbagai cara perlu dilakukan untuk 
pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya 
modus operandi tindak pidana korupsi (Tipikor).4 
Saat ini bentuk dan model korupsi juga telah berkembang, 
tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga berbentuk barang atau jasa. 
                                                             
2 Ibid. 
3 Ibid, h. 9. 
4 Chaerudin, Syaiful, Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah. Strategi Pencegahan 
dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Refika Aditama Surabaya, 2008, 
h. 2. 
  
Jika di masa lalu orang mengatakan korupsi maka yang terbayang 
dalam benak orang adalah penyalah-gunaan atau penyelewengan 
uang atau mengambil uang secara sengaja yang dilakukan oleh 
seseorang. Namun makna korupsi saat ini telah berubah, bisa 
berbentuk uang, barang dan jasa. Misalnya pemberian dalam bentuk 
barang yang dilakukan oleh seseorang (swasta) kepada aparatur sipil 
negara (ASN) dengan ada atau tidak ada maksud atau tujuan 
tertentu sehingga masuk ke dalam tindak pidana korupsi atau 
gratifikasi.  
Beberapa contoh Tipikor yang terjadi tahun 2019 di Tanah Air 
antara lain penangkapan Ketua Umum Partai Politik PPP 
Romahurmuziy (Romi) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 20195 dan 
Direktur Teknologi PT.Krakatau Steel Wisnu Kuncoro (WK) pada 
hari Minggu 17 Maret 20196serta anggota DPR Pusat Bowo Sidik 
Pangarso (BSP) pada Rabu 27 Maret 20197telah menambah panjang 
daftar orang-orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh 
penyidik KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil 
menangkap Ketua Umum Partai Politik PPP Romi dan Direktur 
Teknologi PT.Krakatau Steel WK karena keduanya diduga menerima 
suap dari pihak lain.Operasi Tangkap Tangan terhadap BSP masih 
terus dilakukan penyelidikan oleh penyidik KPK. Sebelumnya,Rabu 
23 Januari 2019, KPK juga telah berhasil melakukan Operasi Tangkap 
Tangan terhadap Bupati Mesuji Lampung Tengah bernama Khamami 
dan 10 orang lainnya.8Operasi Tangkap Tangan itu berlangsung di 
tiga lokasi wilayah Provinsi Lampung, yaitu Bandar Lampung, 
Lampung Tengah, dan Mesuji. Dalam penangkapan ini ada delapan 
orang yang telah dimintai keterangan di Polda Lampung. 
Sejak tahun 2004 sampai 2019 penangkapan terhadap pelaku 
Tipikor telah sering terjadi yang dilakukan oleh penyidik KPK.  
Tindakan tangkap tangan atau istilah yang digunakan oleh media 
                                                             
5 https://nasional.tempo.co/read/1185733/ott-romahurmuziy-ketua-kpk-
uangnya-tidak-   banyak-tapi. 
6 http://bangka.tribunnews.com/2019/03/24/direktur-pt-krakatau-steel-
wisnu-kuncoro-yang-kena-ott-akan-nikahkan-anaknya-kpk-beri-izin. 
7 https://news.detik.com/berita/d-4489465/kucing-kucingan-bowo-sidik-
berakhir-di-tangan-penyidik?_ga=2.253640905.1320759559.1554456095-
1859461412.1548659478. 
8 https://nasional.kompas.com/read/2019/01/24/20360031/kronologi-
operasi-tangkap-tangan-kpk-terhadap-bupati-mesuji. 
  
massa (media cetak dan media elektronik) maupun pihak KPK 
adalah Operasi Tangkap Tangan. Operasi Tangkap Tangan memang 
santer terdengar sejak KPK banyak sekali menjaring dan 
memenjarakan banyak koruptor di negeri ini. Misalnya tahun 2018 
KPK sebagai lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi 
di Indonesia telah menetapkan setidaknya 256 orang sebagai 
tersangka kasus korupsi. Sebanyak 256 tersangka itu terjerat sekitar 
53 kasus baru, 30 diantaranya merupakan hasil Operasi Tangkap 
Tangan. Sebanyak 26 orang di antara para tersangka tersebut adalah 
Kepala Daerah yang terdiri atas dua Gubernur, empat Wali Kota, dan 
20 Bupati.9 
Untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari 
keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan 
terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, maka telah 
dilakukan usaha-usaha antara lain perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi.  Selain itu, dengan pertimbangan yang luas dan melihat 
efek yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi maka dibentuklah 
sebuah lembaga negara yang secara independen melakukan tugas 
memberantas Tipikor secara profesional, intensif, dan 
berkesinambungan, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang 
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat Independen 
dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Penyidik KPK dalam 
mengungkap dan menangkap terduga pelaku Tipikor mempunyai 
berbagai cara dan strategi yang salah satunya lebih dikenal 
masyarakat dengan istilah Operasi Tangkap Tangan.  
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan 
kewenangannya dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia 
memiliki tugas melakukan Penyidikan, Penyelidikan dan Penuntutan 
terhadap Tipikor sebagaimana tertuang pada Pasal 6 huruf (c) 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan kata lain, KPK telah 
diberi kewenangan yang luas berdasarkan UU tersebut untuk 
melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, 
                                                             
9 https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/01/02/membaca-tren-
korupsi-tahun-2019. 
  
KPK berusaha melakukan berbagai cara untuk dapat menjerat, 
menangkap, memenjarakan dan menghukum seseorang yang 
melakukan korupsi di seluruh wilayah Indonesia. Usaha yang 
dilakukan KPK antara lain melakukan monitoring untuk pencegahan 
sampai penyadapan dan merekam pembicaraan, sehingga dapat 
dideteksi dini dan ditangkap orang-orang yang awalnya diduga akan 
atau sedang melakukan Tipikor.  
Dalam menjalankan tugasnya, KPK juga menerima laporan 
dari masyarakat tentang adanya dugaan akan terjadinyaatau sedang 
terjadi tindak pidana korupsi (Tipikor). Peran serta masyarakat 
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi 
sebagaimana dimaksud Pasal 41 UU Nomor 31 Tahun 1999 
diwujudkan dalam bentuk antara lain: 
a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya 
dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; 
b. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung 
jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak 
pidana korupsi; 
c. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksa-
nakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di 
atas. 
Sehubungan dengan maraknya penanganan kasus Operasi 
Tangkap Tangan yang dilakukan oleh penyidik KPK, di satu sisi 
menimbulkan optimisme pemberantasan korupsi namun di sisi lain, 
terkait dengan landasan hukum prosedur Operasi Tangkap Tangan 
ternyata masih menjadi polemik dan terkadang masih membing-
ungkan para penegak hukum. Operasi Tangkap Tangan sendiri 
sebenarnya tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP hanya terdapat dua istilah 
yaitu Tertangkap Tangan dan Penangkapan, dimana kedua istilah 
tersebut memiliki prosedur acara yang berbeda dalam 
pelaksanaannya. Namun istilah Operasi Tangkap Tangan terasa lebih 
familiar di telinga (di dengar) dan juga terasa “menakutkan” bagi 
siapapun yang mengalaminya atau yang terjaring Operasi Tangkap 
Tangan. 
  
Kata “operasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) adalah pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan.10 Dari 
pengertian ini maka Operasi Tangkap Tangan memang tidak 
dimaksudkan sebagai sebuah istilah hukum apalagi pelaksanaan 
sebuah norma, tetapi hanyalah sebuah nama dari bentuk operasi atau 
strategi penangkapan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Jika 
dikaitkan dengan KUHAP, apakah istilah tersebut ada atau tidak 
dalam KUHAP? Pertanyaan ini tentu saja dapat memunculkan 
polemik, misalnya tentang sah atau tidak sah Operasi Tangkap 
Tangan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Isu Operasi Tangkap 
Tangan ini kemudian menjadi perdebatan, misalnya antara guru 
besar hukum pidana, Romli Atmasasmita dan Eddy Hiariej 
sebagaimana dimuat dalam kolom opini harian Kompas dan Koran 
Sindo.11 
Salah satu argumentasi terkait Operasi Tangkap Tangan 
adalah dikaitkannya definisi Tertangkap Tangan dan Penangkapan 
dalam KUHAP. Pihak-pihak yang menganggap bahwa Operasi 
Tangkap Tangan tidak sah mendasarkan pada argumentasi karena 
tidak adanya istilah Operasi Tangkap Tangan dalam KUHAP, tetapi 
yang ada adalah Penangkapan dan Tertangkap Tangan. Oleh karena 
itu Operasi Tangkap Tangan disimpulkan tidak sah karena KUHAP 
tidak mengenal istilah Operasi Tangkap Tangan. Bahkan sampai saat 
ini belum ditemukan peraturan perundang-undangan di Indonesia 
yang memuat istilah Operasi Tangkap Tangan. Sementara ada 
pendapat lain yang menyatakan bahwa bukan berarti Operasi 
Tangkap Tangan otomatis illegal (tidak sah) meskipun tidak atau 
belum ditemukan istilah Operasi Tangkap Tangan dalam peraturan 
perundang-undangan mana pun di Indonesia.  
Dalam perkembangan selanjutnya, Operasi Tangkap Tangan 
yang dilakukan oleh penyidik KPK seringkali mendapat perlawanan 
dari pihak-pihak yang terkena Operasi Tangkap Tangan. Perlawanan 
itu diwujudkan dalam bentuk praperadilan. Praperadilan itu 
merupakan hak tersangka. Bahkan sejak 2004 sampai sekarang 
                                                             
10 Dalam KBBI ada tiga arti operasi, yaitu bedah, tindakan atau gerakan 
militer, dan pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan. 
11  Romli Atmasasmita, OTT KPK, Kolom Opini Koran Sindo tanggal 3 
Oktober 2017 dan Apakah OTT KPK Legal Atau Illegal, tanggal 5 Oktober 
2017. 
  
setidaknya lebih dari 57 perkara praperadilan terhadap KPK, lima 
diantaranya dimenangkan oleh para pemohon, yaitu: Hadi Purnomo 
Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Taufiqurrahman 
Mantan Bupati Nganjuk, Komjen Budi Gunawan kandidat tunggal 
Kapolri, Ilham Arief Sirajuddin Mantan Walikota Makassar, dan 
Marthen Dira Tome Mantan Bupati Sabu Raijua Nusa Tenggara 
Timur (NTT).12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
12 https://www.rappler.com/indonesia/berita/183114-para-pemenang-
gugatan-praperadilan-melawan-kpk 
  
BAB II 
NEGARA HUKUM 
 
Dalam catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, konsep 
negara hukum selalu ditegaskan dalam konstitusi dan selalu 
mendapat penekanan tersendiri dalam konstitusi, baik dalam UUD 
1945 sebelum perubahan, Konstitusi RIS 1949 maupun UUDS 1950 
hingga berlakunya kembali UUD 1945. Hal itu menunjukkan bahwa 
bangsa Indonesia memandang penting konsep negara hukum dalam 
mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dilihat dari 
substansi pengaturannya, pemaknaan konsepsi negara hukum 
Indonesia saat ini kurang jelas, karena tidak adanya penegasan 
negara hukum yang dianut Indonesia. Dalam UUD 1945 konsep 
negara hukum ditegaskan melalui Bagian Penjelasan, tepatnya pada 
Bagian Sistem Pemerintahan Negara. Menurut ketentuan tersebut, 
sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang 
Dasar adalah Indonesia merupakan negara yang berdasar atas 
hukum , tidak berdasarkan kekuasaan belaka.13 
Konsep negara hukum Indonesia ketika itu tidak 
menimbulkan ketidak-jelasan makna tentang konsepsi negara hukum 
yang dianut, yaitu rechtsstaat. Namun dalam UUD 1945 hasil 
perubahan, justeru terjadi sebaliknya. Penegasan negara hukum 
sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil 
perubahan tidak diiringi dengan penjelasan negara hukum apa yang 
dianut Indonesia. Apakah negara hukum rechtsstaat atau the rule of 
law? Bahkan sampai saat ini, belum ditemukan regulasi apa pun yang 
menguatkan negara hukum yang dianut Indonesia. Oleh sebab itu, 
penting untuk diketahui bagaimana sesungguhnya penerapan 
prinsip negara hukum di Indonesia.  
Istilah negara hukum pada negara-negara di Eropa dan 
Amerika berbeda-beda. Misalnya di Jerman dan Belanda mengguna-
kan istilah rechtsstaat, di Prancis menggunakan istilah etat de droit,  di 
Spanyol menggunakan istilah estado de derecho, istilah stato di diritto 
                                                             
13 Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal 
Sosio-humaniora Volume 18 No. 2 Juli 2016, h. 131 – 137. 
  
digunakan di Italia dan di Inggris dikenal dengan ungkapan the state 
according to law atau according to the rule of law.14 
Istilah rechtsstaat dan the rule of law adalah dua istilah yang 
sangat populer di Indonesia, yang digunakan untuk memaknai suatu 
negara hukum. Muhammad Yamin menggunakan negara hukum 
dengan rechtsstaat atau government of law. Lebih lanjut Muhammad 
Yamin menyatakan bahwa: “Republik Indonesia ialah negara hukum 
(rechtsstaat, government of law) tempat keadilan yang tertulis berlaku, 
bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit 
memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara 
kekuasaan (macthtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan 
melakukan sewenang-wenang.”15 
Seperti diketahui, konsepsi negara hukum selalu berkiblat 
pada dua sistem hukum yang berbeda, yaitu common law system dan 
civil law system. Keduanya memiliki ciri-ciri dan penekanan yang 
berbeda. Kemudian apa makna negara hukum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) Tahun 1945, apakah negara hukum dalam 
pengertian common law system atau civil law system? Bahkan negara 
hukum dalam versi lain menurut tradisi hukum yang berkembang di 
Tanah Air?16 
Sejalan dengan itu, Mauro Capelletti menggunakan istilah 
rechtsstaat sama dengan the rule of law. Ismail Suny menggunakan 
istilah the rule of law dalam pengertian negara hukum, juga 
digunakan oleh Sudargo Gautama (1983) yang menyatakan: “… 
dalam satu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara 
terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak 
sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya 
dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris 
disebut the rule of law.”17 
                                                             
14 Ibid. 
15  Muhammad Yamin. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, 1982, h. 72. 
16  Janpatar Simamora. Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14 No.3, 
September 2014. 
17 Haposan Siallagan, Op.Cit, h.133. 
  
Dalam hubungan ini, Aloysius R. Entah 18  menyatakan 
perbedaan atau persamaan antara konsep negara hukum dan konsep 
negara hukum. Konsep negara hukum (rechtsstaat) lahir dari suatu 
perjuangan menentang absolutisme para raja sehingga sifatnya 
revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental 
atau Civil Law atau Modern Roman Law. Konsep Rechtsstaat sejalan 
dengan lahirnya paham Liberalisme yang berkembang pula 
pengertian “Negara Hukum Liberal” atau Negara Hukum dalam arti 
sempit seperti yang diajarkan oleh Immanuel Kant (1724-1804) yaitu 
achtwakerstaat (negara penjaga malam).  
Frederich Julius Stahl, seorang pemikir Jerman tahun 1878 
mengoreksi dan menyempurnakan paham Negara Hukum Liberal 
dengan konsep Negara Hukum dalam arti luas yaitu “Negara 
Hukum Kesejahteraan” (Welfarestaat) dengan unsur-unsur utamanya 
adalah:  
a. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia; 
b. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk 
menjamin perlindungan hak asasi manusia; 
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan;   
d. Adanya peradilan administrasi. 
Konsep The Rule of Law lahir dan berkembang secara 
evolusioner dan bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon 
(Common Law Inggris). Sesungguhnya Inggris tidak mengenal istilah 
“Negara Hukum”. Namun tidak berarti Inggris tidak mengenal 
Negara Hukum. W. Friedmann dalam bukunya Legal Theory (1967) 
mengatakan bahwa Inggris menggunakan istilah lain untuk Negara 
Hukum, pembatasan kekuasaan negara oleh The Rule of Law. Jadi 
Negara Hukum adalah negara yang kekuasannya dibatasi oleh The 
Rule of Law. Istilah The Rule of Law mulai popular dengan terbitnya 
buku Albert Venn Dicey (1885) berjudul Introduction to the Study of 
Law of the Constitution. Albert Venn Dicey memperkenalkan adanya 
tiga unsur dari The Rule of Law, yaitu:  
a. Supremacy of Law (Supremasi Hukum), kekuasaan tertinggi di 
dalam negara adalah hukum; 
                                                             
18 Aloysius R. Entah. Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila. Se-
minar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, h. 533-542. 
  
b. Equality before the Law, Persaman dalam kedudukan hukum bagi 
setiap orang; 
c. Human Rights, Hak-hak Asasi Manusia.19 
Berdasarkan uraian di muka, di dalam ketentuan UUD 1945 
hasil perubahan disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia 
adalah Negara Hukum. Prinsip Negara Hukum Indonesia tidak 
merujuk secara langsung pada dua aliran berbeda, yaitu Negara 
Hukum dalam arti rechtsstaat dan Negara Hukum dalam arti The Rule 
of Law. Namun penerapan prinsip Negara Hukum Indonesia 
didasarkan pada unsur-unsur Negara Hukum secara umum, yaitu 
adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya 
pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan 
kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang 
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
adanya peradilan administrasi negara. Hal itu kemudian lebih 
dikenal dengan Konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. 
Penjelasannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
adalah Negara Hukum. Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa 
Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (Rechtstaat) bukan 
Negara Kekuasaan (Machtstaat). Pernyataan tersebut kemudian 
dalam UUD 1945 hasil amandemen (1999-2002) diatur dalam Pasal 1 
ayat (3) yang menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara 
Hukum”. 
Dengan memperhatikan konsep-konsep Negara Hukum 
seperti diuraikan di muka, maka Indonesia tidak menganut konsep 
Rechtstaat maupun The Rule of Law tetapi menganut konsep negara 
hukum yang berdasarkan Pancasila atau “Negara Hukum Pancasila”. 
Konsep Negara Hukum Pancasila bersumber dari nilai-nilai sosial 
budaya Indonesia yang kristalisasinya adalah Pancasila sebagai 
Dasar Negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 
yang merupakan “Staats fundamental norm” Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Oleh karena itu, agar tujuan negara hukum 
Indonesia tercapai sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan 
UUD 1945, maka seluruh unsur-unsur sebagaimana diuraikan 
dimuka harus diterapkan secara konsisten. 
                                                             
19 Ibid. 
  
Menurut Philipus M. Hadjon (1987) elemen-elemen penting 
Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah:20 
a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan 
kerukunan;  
b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-
kekuasaan Negara; 
c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan 
merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal;  
d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.  
Dari uraian di muka, secara umum dapat dikatakan bahwa 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah “Negara 
Hukum Pancasila” atau Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila 
dan UUD 1945 yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  
a. NKRI berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu Negara yang 
berdasarkan Ketuhanan yang bersifat universal menurut berbagai 
agama dan kepercayaan, bukan Negara Sekuler, Negara Agama 
dan Negara Atheis;  
b. NKRI berdasarkan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yaitu 
Negara yang menjunjung tinggi dan menghormati persamaan hak, 
menghormati perbedaan, dan mencintai perdamaianatas dasar 
kemanusiaan yang adil dan beradab;  
c. NKRI berdasarkan Persatuan Indonesia, yaitu Negara yang 
menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan melindungi seluruh 
bangsa Indonesia serta tumpah darah Indonesia; 
d. NKRI berdasarkan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah 
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yaitu Negara 
yang selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam 
mengambil keputusan;  
e. NKRI berdasarkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, 
yaitu Negara yang ingin mewujudkan masyarakat yang aman, 
tertib, damai, adil, makmur, dan sejahtera. 
 
 
 
 
                                                             
20  Philipus. M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu 
Surabaya, 1987, h. 90. 
  
BAB III 
TEORI PEMBUKTIAN HUKUM 
 
Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam 
proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan 
perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, 
kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian adalah 
salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan 
dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam 
putusannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pembuktian 
berasal dari kata “bukti” yang berarti  sesuatu yang menyatakan 
kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; tanda atau hal yang 
menjadi tanda perbuatan jahat. Kata Pembuktian berarti proses, cara, 
perbuatan membuktikan; usaha menunjukkan benar atau salahnya si 
terdakwa dalam sidang pengadilan.21Jika dikaji dari makna leksikon, 
Pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, 
usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang 
pengadilan. Apabila dikaji dari perspektif yuridis, maka Pembuktian 
juga merupakan titik penting atau utama dalam hukum acara pidana. 
Artinya sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, 
pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di 
sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, 
masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua 
pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemerik-
saan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim.  
Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam 
rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan 
tahapan dalam mencari kebenaran sejati melalui penyidikan, 
penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan, penga-
matan, dan pengawasan, sehingga acara pembuktian hanyalah 
merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum 
acara pidana secara keseluruhan sebagaimana diatur di dalam 
KUHAP. 22  Menurut J.C.T.Simorangkir, pembuktian adalah “usaha 
dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak 
                                                             
21 Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.web.id/bukti diakses 14 Mei 
2019. 
22 Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti. Ghalia 
Indonesia, Jakarta,1983, h. 12.  
  
mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang 
bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk 
memberikan keputusan seperti perkara tersebut”.  
Menurut Darwan, pembuktian adalah “pembuktian bahwa 
benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang 
bersalah melakaukannya, sehingga harus mempertanggungjawab-
kannya”.23  
Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara 
pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut 
hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata 
cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk 
menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber 
hukum pembuktian meliputi: Undang-Undang, Doktrin atau ajaran, 
dan Yurisprudensi.24 
Waluyadi25  mengemukakan ada beberapa teori pembuktian 
dalam hukum acara, yaitu:  
a. Conviction-in Time 
Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah 
tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian 
keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian 
kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan 
menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem 
ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat 
bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil 
pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung 
menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. 
Kelemahan sistem pembuktian conviction-in time adalah hakim dapat 
saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas 
dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. 
Keyakinan hakim inilah yang dominan atau yang paling menentukan 
salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, 
sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Jadi keyakinan 
                                                             
23 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Prenada Media Grup, 
Jakarta, 2014, h. 242. 
24 Hari Sasongko dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana 
untuk Mahasiswa dan Praktisi. Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 10.  
25 Waluyadi. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan 
Praktisi. Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 39. 
  
hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem 
pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu 
besar, sehingga sulit diawasi.  
b. Conviction-Raisonee 
Sistem conviction-raisonee, keyakinan hakim tetap memegang 
peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Tetapi 
pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem 
pembuktian conviction-in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa 
batas maka pada sistem conviction-raisonee keyakinan hakim dibatasi. 
Keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. 
Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang 
terdakwa berdasarkan alasan. Dengan kata lain, putusan hakim 
harus berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal. Hakim 
wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari 
keyakinannya dalam membuat keputusan tentang kesalahan 
terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian 
bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan 
keyakinannya (vrijs bewijstheorie).  
c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief 
wettelijke stelsel) 
Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-
alat bukti yang ditentukan undang-undang, yaitu untuk 
membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata tergantung 
kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan 
pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan 
kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yaitu 
apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan 
menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip 
penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman 
terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah 
kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang 
berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan 
dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti 
berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-
undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (foemele 
bewijstheorie).  
 
  
d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief 
wettelijke stelsel) 
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif 
merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang 
secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau 
conviction-in time. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif 
dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang 
paling dominan diantara kedua unsur tersebut. 
Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa persamaan antara 
teori "negatief wettelijk" dengan teori pembuktian bebas (vrije 
bewijstheorie) adalah keduanya sama berdasarkan atas keyakinan 
hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya 
keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah. Perbedaannya 
adalah dalam teori negatief wettelijk sumber adanya keyakinan hakim 
datangnya dari alat-alat pembuktian yang secara limitatif telah 
ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan teori pembuktian bebas 
(vrije bewijstheorie), meskipun bertitik tolak pada keyakinan hakim, 
tetapi keyakinan itu harus didasarkan pada suatu kesimpulan yang 
logis, tidak didasarkan pada undang-undang, tetapi hakim secara 
bebas dapat mengadakan pemilihan alat-alat bukti mana yang akan 
ia pergunakan. 
Dari beberapa teori atau sistem pembuktian sebagaimana 
diuraikan di atas, maka di Indonesia sistem pembuktian yang dianut 
adalah sistem negatief wettelijke bewijstheorie. Sejak zaman Hindia 
Belanda hingga sekarang, hukum acara pidana Indonesia secara 
konsisten memakai sistem pembuktian menurut undang-undang 
yang negatif (negatief wettelijk). Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal 
yang mengaturnya. Misalnya Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa: 
"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memeperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya". Jadi 
pembuktian menurut KUHAP harus didasarkan pada alat bukti yang 
telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Selain itu juga disertai dengan 
keyakinan hakim yang hanya dapat diperoleh dari alat-alat bukti 
tersebut. 
Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak 
dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
  
Hukum Acara Pidana, yang berbunyi: “hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada sesorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya.”  
Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang hakim dalam 
memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua 
alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat 
dijatuhi hukuman atas tindakannya dan terdakwa harus dibebaskan 
demi hukum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB IV 
TEORI KEPASTIAN HUKUM 
 
Tujuan hukum atau dalam bentuk yang lain adalah putusan 
hukum yang baik dan bijaksana dapat dipastikan akan mengandung 
tiga tujuan hukum, yaitu: keadilan, kepastian dan kemanfaatan, 
sehingga putusan yang baik adalah apabila ketiganya dapat 
terakomodasi di dalam keputusan tersebut. Sebaliknya, putusan 
hukum yang kurang baik hanya akan memuat satu tujuan hukum 
mengesampingkan tujuan hukum yang lain. Hal tersebut menjadi 
bingkai dari cita-cita hukum selama ini. 
Berbicara mengenai tujuan hukum dan cita-cita hukum, tidak 
dapat dilepaskan dari pemikiran seorang ahli hukum, filsuf hhkum, 
seorang birokrat dan politisi Jerman dari mazhab Relativisme yaitu 
Gustav Radbruch (1878-1949) yang sangat berpengaruh di dunia 
hukum. Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak 
bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu 
keadilan. Untuk mencapai cita-cita keadilan itu, maka harus melihat 
kegunaan atau kemanfaatan dari cita-cita hukum itu sendiri. 
Pengertian kemanfaatan dapat dijawab dengan menunjukkan pada 
konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. 
Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian 
yang tetap dari cita-cita hukum, dan ada di luar pertentangan-
pertentangan bagi pendapat politik. Kemanfaatan mengandung 
makna yang bersifat relatif. Tidak hanya kemanfaatan sendiri yang 
relatif, tetapi hubungan antara tiga unsur dari cita-cita hukum itu 
juga relatif. Seberapa jauh kemanfaatan lebih kuat dari keadilan atau 
keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang 
harus diputuskan oleh sistem politik.26 
Gustav Radbruch mengemukakan tiga ide dasar hukum yang 
oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum 
diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu: keadilan, 
                                                             
26 W. Friedman, Legal Theory, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin den-
gan judul Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan 
(Susunan II), Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1994, h.4 2-45. 
  
kemanfaatan dan kepastian hukum. 27  Menurut Gustav Radbruch, 
hukum harus mengandung tiga asas nilai identitas, yaitu:  
a. Asas kepastian hukum (rechmatigheid). Asas ini meninjau dari 
sudut yuridis;  
b. Asas keadilan hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau dari sudut 
filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua 
orang di depan pengadilan;  
c. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid) atau doelmatigheid atau 
utility. Asas ini meninjau dari sudut kemanfaatan hukum, dimana 
keadilan itu akan memberi manfaat bagi masyarakat. 
Menurut Gustav Radbruch, keadilan hukum, kepastian 
hukum, dan kemanfaatan hukum adalah tiga terminologi yang sering 
dikemukakan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, 
namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. 
Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu 
berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan 
dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan 
prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, 
keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan 
sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh 
Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe 
hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada 
kepastian hukum demi tegaknya the rule of law. Pada konteks ini 
keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, tetapi justru 
bersandingan.28 
Keadilan dan kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam 
hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai 
ini yang seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat 
hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian 
atau kepastian yang berkeadilan.29 
Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya 
permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang dikenal 
dengan nama kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan 
                                                             
27 Ibid. 
28 Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Ko-
misi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Keman-
faatan. Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, h. 3. 
29 Ibid, h. 3. 
  
sesuatu yang baru, tetapi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara 
tradisional sudah ada sebelum era hukum modern. Asas kepastian 
hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan 
dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan 
tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka 
hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak 
memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai 
pedoman perilaku setiap orang.  
Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. 
Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” 
atau das sollen dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa 
yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi 
manusia yang bermusyawarah. Undang-Undang yang berisi aturan-
aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu 
bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan 
sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. 
Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membe-
bani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu 
dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.30 
Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian 
hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih mene-
kankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis 
mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemu-
kakan bahwa “summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux” 
artinya hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang 
dapat menolongnya. Dengan demikian kendatipun keadilan bukan 
merupakan tujuan hukum satu-satunya tetapi tujuan hukum yang 
substantif adalah keadilan.31 
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua 
pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat 
individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh 
dilakukan, dan berupa keamanan hukum bagi individu dari 
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang 
bersifat umum itu maka individu dapat mengetahui apa saja yang 
                                                             
30 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, h. 
58.  
31 Dosminikus Rato, Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, Presindo, 
Yogyakarta, 2010, h. 59.  
  
boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. 
Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 
didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang 
cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang 
mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain 
sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. 
Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum 
tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, 
melainkan semata-mata untuk kepastian.32 
Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa 
kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya 
pada tiap sistem hukum positif. Kepastian hukum itu seolah-olah 
harus ada terlebih dahulu, baru kemudian keadilan dan kemanfa-
atan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga 
tujuan hukum itu sederajat.33 Sebelumnya, Gustav Radbruch pernah 
mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut 
memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan atau 
kemanfaatan. Artinya, meskipun ketiganya merupakan nilai dasar 
hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang 
berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai 
potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya kete-
gangan antara ketiga nilai tersebut (Spannungsverhältnis).34 Menurut 
Radbruch hukum sebagai pengemban nilai keadilan dapat menjadi 
ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Oleh karena itu, nilai keadilan 
juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki 
sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi 
landasan moral hukum, sekaligus sebagai tolok ukur sistem hukum 
positif. Keadilan menjadi titik tolak adanya hukum positif. 
Sedangkan konstitutif bagi hukum karena keadilan harus menjadi 
unsur mutlak bagi hukum, sehingga hukum tanpa keadilan adalah 
sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum. 
                                                             
32  Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 
1999, h. 23.  
33  Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian 
Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 
No. 3 Desember 2014. 
34 http://www.surabayapagi.com/index.php?5ab4b8c384a5a7fc023444849ae
9746c4fd50a1c85485ea76ed077341cd654fb. 
  
Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch 
menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang 
menjadi tujuan hukum. Hal ini karena dalam realitasnya, keadilan 
hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan hukum dan 
kepastian hukum dan begitu juga sebaliknya. Pada saat terjadi 
benturan, diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, maka 
harus ada yang dikorbankan. Asas prioritas yang digunakan 
menurut Gustav Radbruch sebagai berikut:  
a. Keadilan Hukum;  
b. Kemanfaatan Hukum; dan  
c. Kepastian Hukum. Dengan urutan prioritas tersebut, maka sistem 
hukum dapat terhindar dari konflik internal.35 
Secara historis, menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian 
menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. 
Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut 
Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang 
tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan 
membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman 
perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya 
tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan 
hukum yang lain.36 
Keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama. Hal 
ini sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri. Hukum 
dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, 
yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertenta-
ngan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak 
mungkin apa yang menjadi bagiannya. Bahkan dalam seluruh sejarah 
filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada 
keadilan sebagai suatu tujuan hukum.37 
Bagi Gustav Radbruch38 ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa 
berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak 
kemanfaatan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Pada waktu lain 
bisa diutamakan atau ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. 
                                                             
35 Tujuan Hukum. http://statushukum.com/tujuan-hukum.html. 
36 Ahmad Zaenal Fanani, Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim, Artikel ini 
pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, h. 3. 
37 Ibid, h. 4. 
38 Ahmad Zaenal Fanani, Op.Cit. h. 5. 
  
Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak 
memuaskan. Oleh karena itu, Gustav Radbruch berpendapat bahwa 
dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, 
yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur 
tersebut harus ada kompromi dan harus mendapat perhatian secara 
proporsional. Namun dalam praktek tidak selalu mudah 
mengusahakan kompromi secara proporsional antara ketiganya. 
Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus 
diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Kepastian hukum 
mungkin tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, 
tetapi sebagai sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan 
kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.  
Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari 
keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak 
hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya. 
Adanya kepastian hukum maka masyarakat akan tahu kejelasan 
tentang hak dan kewajiban mereka menurut hukum. Tanpa ada 
kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus 
diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang 
atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat 
diwujudkan melalui penegakan norma-norma yang baik dan jelas 
dalam suatu Undang-Undang dan jelas pula dalam penerapannya. 
Dengan demikian, kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, 
subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.  
Untuk dapat menggambarkan ketiga nilai-nilai tersebut maka 
dapat dijelaskan sebagai berikut. Seandainya ada kecenderungan 
yang berpegang pada nilai kepastian hukum, maka sebagai nilai ia 
akan menggeser nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Karena yang 
penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Apakah 
peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat bagi 
masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. 
Begitu juga jika ada kecenderungan yang berpegang kepada nilai 
kemanfaatan, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian 
hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai 
kemanfaatan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat 
bagi masyarakat. Demikian juga jika ada kecenderungan yang 
berpegang pada nilai keadilan, maka sebagai nilai ia akan menggeser 
nilai kepastian dan kemanfaatan, karena nilai keadilan tersebut tidak 
  
terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kemanfaatan, karena 
sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai 
kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan demikian harus 
diusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang 
dan selaras antara ketiga nilai tersebut.39  Sebab kepastian hukum 
sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari 
upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum 
adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan 
tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum 
maka setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami 
jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan juga 
untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa 
diskriminasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
39Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum, http://ilmuhukumuin-
suka.blogspot.com/2013/05/penegakan-hukum-yang-
menjaminkepastian_7121.html diakses 19 April 2019. 
  
BAB V 
OPERASI TANGKAP TANGAN 
 
Operasi Tangkap Tangan adalah suatu teknik atau strategi 
penangkapan yang telah direncanakan dan dikembangkan oleh 
penyidik KPK untuk menjerat dan menangkap seseorang yang 
diduga akan atau sedang melaksanakan tindak kejahatan korupsi. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian “operasi” 
adalah pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan. Pengertian 
Operasi Tangkap Tangan yang selama ini dilakukan oleh KPK 
memang tidak dimaksudkan sebagai sebuah istilah hukum apalagi 
pelaksanaan sebuah norma hukum, tetapi sebuah istilah dari bentuk 
operasi atau strategi penangkapan yang digunakan oleh penyidik 
KPK. Selama ini KPK dapat melakukan Operasi Tangan Tangan 
karena sebelumnya telah dilakukan deteksi dini melalui penyadapan 
dan atau adanya laporan masyarakat yang disampaikan kepada KPK.  
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa 
yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi negara 
Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 
diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 
penyidikan. Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, penyidik 
melakukan penyidikan yang berarti serangkaian tindakan penyidik 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya. 
Dalam proses hukum pidana dikenal istilah Penyidik dan 
Penyidik Pembantu yaitu pejabat kepolisian negara Republik 
Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan 
tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.Penyelidik 
adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi 
wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan 
penyelidikan.Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik 
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 
  
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
40Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-
Undang Hukum Acara Pidana. 
  
BAB VI 
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 
 
Hampir duawarsa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir 
di bumi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga 
negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(selanjutnya disebut Undang-Undang KPK). Lahirnya KPK 
dimaksudkan untuk melakukan penindakan terhadap kasus-kasus 
korupsi yang dari tahun ke tahun tampaknya semakin marak terjadi. 
Kewenangan KPK ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya KPK bersifat independen 
dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Tujuan dibentuknya 
KPK adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap 
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 
Sedangkan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh KPK adalah untuk mencegah dan memberantas 
tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK memiliki 
peran yang sangat penting dan strategis, sesuai dengan Undang-
Undang KPK, yaitu melaksanakan tugas koordinasi dengan aparat 
atau penyidik dari instansi lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan. 
Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 Undang-Undang KPK, maka KPK diberikan 
kewenangan sebagai berikut:  
a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
tindak pidana korupsi;  
b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan 
tindak pidana korupsi;  
c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak 
pidana korupsi kepada instansi yang terkait;  
d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi 
yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana 
korupsi; dan  
  
e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak 
pidana korupsi. 
Sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang KPK, 
maka KPK mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang 
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;  
b. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang 
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;  
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap 
tindak pidana korupsi;  
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; 
dan  
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
negara. 
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Undang-
Undang KPK, maka KPK memiliki kewenangan sebagai berikut:  
a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;  
b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang 
seseorang bepergian ke luar negeri;  
c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya 
tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang 
diperiksa;  
d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya 
untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik 
tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;  
e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk 
memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;  
f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau 
terdakwa kepada instansi yang terkait;  
g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi 
perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara 
perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh 
tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal 
yang cukup yang ada hubungannya dengan tindak pidana 
korupsi yang sedang diperiksa;  
  
h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak 
hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, 
dan penyitaan barang bukti di luar negeri;  
i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk 
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang 
ditangani. 
Selain itu KPK juga memiliki kewenangan lebih dibandingkan 
instansi lain (Kepolisian dan Kejaksaan) dengan penanganan tindak 
pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan tugas supervisi yang 
dibebankan kepada KPK sesuai Undang-Undang KPK Pasal 6 huruf 
b, yaitu KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau 
penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan 
wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana 
korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. 
Dalam melaksanakan wewenang tersebut KPK berwenang 
mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak 
pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian dan atau 
Kejaksaan. Dalam hal ini KPK memang memiliki “kekuasaan” lebih 
dan menjadi lembaga pemberantasan korupsi tertinggi di Indonesia. 
Hal ini dilihat dari tugas dan kewenangan yang diamanatkan kepada 
KPK. 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK dapat 
menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai 
pelaksanaan tugas dan wewenangya. Selanjutnya, dalam kaitannya 
dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana 
korupsi, KPK juga berhak menentukan kriteria penanganan tindak 
pidana korupsi dan ketentuan mengenai prosedur tata kerja KPK 
yang diatur dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh 
karena itu, segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada 
Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP tidak berlaku bagi penyidik tindak 
pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 
KPK. 
  
Dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum 
acara pidana yang berlaku (KUHAP) dan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang KPK.  
Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilaksanakan berdasarkan 
perintah dan bertindak untuk dan atas nama KPK. Dalam rangkaian 
ini, KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian 
penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. 
Meskipun demikian KPK dapat melaksanakan kerjasama dalam 
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi 
dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan 
perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik 
Indonesia. Dalam hal ini KPK berwenang mengkoordinasikan dan 
mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak 
pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang 
tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. 
Apabila seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh 
KPK, maka terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur 
khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku 
berdasarkan Undang-Undang KPK. Pemeriksaan tersangka 
dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka. Atas dasar 
dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, maka 
penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan 
Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. Bahkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur 
mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-
Undang KPK. Artinya KPK akan menggunakan aturan yang terkait 
dengan Tipikor hanya mengacu kepada Undang-Undang KPK. Oleh 
karena KPK diberikan kewenangan yang luas dalam proses 
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana korupsi 
sehingga KPK harus bekerja keras dan sangat hati-hati dalam 
menetapkan seseorang terduga tindak pidana korupsi, karena KPK 
  
tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian 
penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. 
Dalam kaitan ini, apabila KPK telah menetapkan seseorang 
menjadi tersangka, maka pihak tersangka tindak pidana korupsi 
harus kooperatif dan wajib memberikan keterangan kepada penyidik 
tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, 
anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui 
dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana 
korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Bahkan semua informasi 
yang terkait dengan dugaan-dugaan terjadinya tindak pidana 
korupsi yang melibatkan seseorang, maka ia (tersangka) harus 
menyampaikan kepada penyidik KPK secara lengkap dan benar. 
Artinya seseorang harus dapat bekerjasama mengungkap fakta yang 
sebenarnya terjadi. Semua itu diperlukan dalam rangka untuk 
kepentingan penyidikan lebih lanjut. 
Dalam menangani tindak pidana, dikenal ada beberapa 
penyidik, khususnya dilihat dari asal penyidik itu, yang dikenal 
dengan istilah atau sebutan Penyidik Asal. Artinya dari mana asal 
penyidik itu, sebelum mereka ditugaskan atau mendapat tugas di 
tempatnya yang sekarang. Misalnya disebutkan Penyidik Tindak 
Pidana Asal sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 74 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah adalah pejabat 
dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk 
melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika 
Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 
Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak 
pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang 
cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan 
penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. 41  Dengan 
demikian yang dimaksud dengan Penyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi adalah penyidik yang berasal dari lembaga Komisi 
Pemberantasan Korupsi dan sesuai dengan tugasnya yang 
didasarkan pada Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. 
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Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan korupsi 
adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara 
(perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang 
lain. 42  Johnson mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan 
peran, jabatan publik atau sumber untuk keuntungan pribadi. 
Definisi tersebut terkandung empat komponen yang menyebabkan 
suatu perbuatan dikategorikan sebagai korupsi, yaitu penyalahgu-
naan, masyarakat, pribadi, dan keuntungan.43 
Kartono mengemukakan bahwa korupsi adalah tingkah laku 
individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk 
keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan 
Negara.44Baharudin Lopa mengatakan korupsi digolongkan sebagai 
kejahatan luar biasa yang upaya pemberantasannya juga harus 
dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Menurut Lopa, sesuai 
dengan sifatnya (motifnya) maka korupsi dapat dibedakan menjadi 
dua, yaitu korupsi yang bermotif terselubung. Korupsi seperti ini 
adalah korupsi yang secara sepintas lalu kelihatannya bermotif 
politik tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapat-
kan uang semata. Kedua, yang bermotif ganda, yaitu seseorang 
melakukan korupsi yang secara lahiriah kelihatannya hanya 
bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya mempunyai 
motif lain, yakni motif kepentingan politik.45 
Istilah korupsi juga sering dikaitkan dengan ketidakjujuran 
atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan atau korupsi 
berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut 
keuangan negara. Henry Campbell Black mengatakan bahwa korupsi 
suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan 
suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan 
hak-hak dari pihak lain. Atau perbuatan seorang pejabat yang secara 
                                                             
42 https://kbbi.web.id/korupsi.html diakses 19 April 2019. 
43 Eko Handoyo. Pendidikan Anti Korupsi. Penerbit Ombak Semarang, 2013, h. 
19-20. 
44 Kartini Kartono. Pathologi Sosial. Edisi Baru. Rajawali Press Jakarta. 1983. 
45 Baharudin Lopa. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. Penerbit Buku 
Kompas Jakarta, 2001, h. 71. 
  
melanggar hukum, menggunakan jabatannya untuk mendapatkan 
suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.46 
Korupsi menurut United Nations Development Program dalam 
Asia-Pacific Human Development Report adalah penyalahgunaan 
kekuasaan yang telah dipercayakan hanya untuk keuntungan pribadi 
atau suatu golongan, namun juga tidak menjalankan apa yang 
seharusnya dikerjakan.47  World Bank menyatakan hakikat korupsi 
adalah penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan untuk kepentingan 
pribadi.48 Sheldon S. Steinberg dan David T. Austern menyatakan 
bahwa korupsi merupakan bagian dari tingkah laku yang dilakukan 
oleh oknum aparatur pemerintahan maupun orang lain dengan 
alasan yang berbeda-beda tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu 
suatu perbuatan tidak etis yang merusak sendi-sendi pemerintahan 
yang baik.49 
Korupsi merupakan bagian dari kecurangan (fraud), yaitu 
segala cara yang dapat dilakukan orang untuk berbohong, menjiplak, 
mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi, dan menipu orang lain 
dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang/kelompok 
lain dengan cara melawan hukum.50 Menurut Alatas, korupsi dapat 
dibagi dalam tujuh macam sebagai berikut:51 
a. Korupsi transaktif yaitu adanya kesepakatan timbal balik antara 
pemberi dan pihak penerima, demi keuntungan kedua belah 
pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh 
kedua-duanya. 
b. Korupsi yang memeras yaitu pihak pemberi dipaksa untuk 
menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam 
dirinya, kepentingan dirinya, atau orang-orang, dan hal-hal yang 
dihargainya. 
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49 Ibid.,h. 83-84. 
50  Suradi, Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta, Cetakan Pertama, 
Gava Media Yogyakarta, 2006, h. 1-2. 
51 Septa Candra, Op.Cit., h. 107. 
  
c. Korupsi investif yaitu perilaku korban korupsi dengan pemerasan. 
Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri, seperti 
pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan 
keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan 
diperoleh di masa yang akan datang. 
d. Korupsi perkerabatan yaitu penunjukan yang tidak sah terhadap 
teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam 
pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang 
mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain 
kepada mereka secara bertentangan dengan norma dan peraturan 
yang berlaku. 
e. Korupsi defensif yaitu seorang penguasa yang kejam 
menginginkan hak milik seseorang, tidak berdosalah memberikan 
kepada penguasa tersebut sebagian dari harta itu untuk 
menyelamatkan harta selebihnya. 
f. Korupsi otogenik yaitu suatu bentuk korupsi yang tidak 
melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri. 
g. Korupsi dukungan yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan untuk 
melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada, disini tidak 
langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. 
Suatu perbuatan atau tindakan dapat dikategorikan sebagai 
suatu tindak pidana apabila mempunyai unsur-unsur tindak pidana 
yang harus dipenuhi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan 
setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
Dengan demikian ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat 
disimpulkan unsur-unsur Tipikor adalah:  
a. Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum. Unsur secara 
“melawan hukum“ dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikatakan 
mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil materiil, 
yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam 
perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap 
tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-
norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan 
tersebut dapat dipidana.  
  
b. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi. Pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri adalah 
dengan perbuatan melawan hukum tersebut si pelaku bertambah 
kekayaannya. Sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi 
berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si 
pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan 
keuntungan atau bertambah harta kekayaannya.  
Sementara itu, dikatakan dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara adalah seluruh kekayaan negara dalam 
bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. Sedangkan 
yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan 
perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 
kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang 
berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat 
maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, 
kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan 
masyarakat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB VII 
DASAR HUKUM YANG DIGUNAKAN OLEH PENYIDIK KPK 
DALAM OPERASI TANGKAP TANGAN DI INDONESIA 
DALAM PERSPEKTIF KUHAP 
 
Sebagai negara hukum, bentuk dan komitmen sebagai negara 
hukum telah dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa Negara 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak 
berdasar atas kekuasaan belaka. Artinya Republik Indonesia adalah 
negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945, dimana negara menjunjung tinggi 
hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara adalah sama 
berdasarkan kedudukannya di muka hukum tidak terkecuali 
pemerintahannya, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.  
Sehubungan dengan uraian dimuka, UUD 1945 hasil 
perubahan disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah 
Negara Hukum. Prinsip Negara Hukum Indonesia tidak merujuk 
secara langsung pada dua aliran yang berbeda, dalam arti negara 
hukum maupun dalam arti negara hukum. Penerapan prinsip 
Negara Hukum Indonesia didasarkan pada unsur-unsur Negara 
Hukum secara umum, misalnya adanya perlindungan terhadap hak 
asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pelaksanaan 
kedaulatan rakyat, dan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang 
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam hal itu Konsep Negara Hukum Indonesia didasarkan pada 
Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia, sehingga dikatakan 
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara 
hukum. Dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara 
Indonesia berdasarkan atas hukum bukan negara kekuasaan. 
Pernyataan ini maka dalam UUD 1945 hasil amandemen (1999-2002) 
diatur pada Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa “Negara 
Indonesia adalah Negara Hukum”. 
Dengan memperhatikan konsep-konsep Negara Hukum 
seperti diuraikan di muka, maka Indonesia tidak menganut konsep 
Rechtstaat maupun The Rule of Law tetapi menganut konsep negara 
hukum yang berdasarkan Pancasila atau disebut “Negara Hukum 
Pancasila”. Konsep Negara Hukum Pancasila sebagai Dasar Negara 
  
yang bersumber dari nilai-nilai budaya Indonesia. Pancasila 
sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang 
merupakan “Staats fundamental norm” Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Oleh karena itu, agar tujuan negara hukum Indonesia 
tercapai sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945, 
maka seluruh unsur-unsur sebagaimana diuraikan dimuka harus 
diterapkan secara konsisten. 
Dari uraian di muka, maka semua peraturan dan perundang-
undangan yang mengatur dan berkaitan dengan perikehidupan 
masyarakat Indonesia, baik yang menyangkut tindak kejahatan 
perdata maupun pidana harus patuh dan taat kepada peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Semuanya haruslah 
bersumber dan bersandar pada Pancasila dan UUD 1945, tidak 
terkecuali peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan 
tindak pidana korupsi (Tipikor).  
Dalam perkembangan sejarah hukum, Indonesia telah 
memiliki beberapa Peraturan dan Perundang-undangan mengenai 
Tipikor dan tata cara pemidanaannya yang telah diatur dalam UU 
yang sifatnya khusus, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan sebelumnya 
telah ada Undang-Undang Tipikor seperti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1971 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851). Peraturan lain 
yang juga mendasari adanya Undang-Undang Tipikor saat ini adalah 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 
dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 
Dasar hukum korupsi di Indonesia dalam perkembangannya 
dapat ditelusuri dari beberapa peraturan dan perundang-undangan 
yang mengaturnya, antara lain: 
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
  
Pengaturan tentang tindak pidana korupsi dapat ditelusuri 
dalam BAB XXVIII Buku II KUHP. Sedangkan delik korupsi yang 
ada kaitannya dengan delik jabatan, diatur dalam Pasal 209 dan 210 
yang berada dalam BAB lain, tetapi masih dalam Buku II KUHP. 
Namun ketentuan dalam Pasal 423 bersama Pasal 425 KUHP 
kemudian ditarik ke dalam undang-undang pemberantasan tindak 
pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga digolongkan 
menjadi delik korupsi. 52  Menurut Andi Hamzah, penafsiran 
sosiologis terhadap KUHP berkaitan dengan korupsi menunjukkan 
terbuka jalan lebar untuk menerapkan hukum pidana yang sesuai 
dengan tatanan masyarakat Indonesia, meskipun KUHP yang 
dimiliki sudah tua dan mendapat stigma kolonial.  
Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan 
nepotisme, dilandasi semangat bahwa penyelenggaraan negara 
mempunyai peran yang menentukan dalam mewujudkan cita-cita 
bangsa yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. 
Apabila penyelenggara negara tidak dapat menjalankan tugas dan 
fungsinya secara optimal, maka penyelenggaraan negara tidak 
berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu terjadi karena praktik 
korupsi, kolusi, dan nepotisme melibatkan banyak pihak seperti 
penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, penyelenggara 
negara dengan pihak lain yakni keluarga, kroni, dan para 
pengusaha.53 
Dalam penyelenggaraan negara, mutlak diperlukan asas-asas 
penyelenggaraan negara yang dapat mendukung pelaksanaan tugas 
dan fungsi dengan penuh tanggung jawab, konsisten, dan pro rakyat, 
diatas kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu. 
Asas-asas umum penyelenggaraan negara atau asas umum 
pemerintahan negara yang baik merupakan asas yang menjunjung 
tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk 
mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari 
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Asas-asas umum penyelenggaraan 
negara antara lain asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan 
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negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas 
proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam 
undang-undang ini, juga mengatur tentang peran serta masyarakat 
yang dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dalam 
rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas 
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan hak dan kewajiban yang 
dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan 
kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara.54 
Tindak pidana korupsi telah menyebar kesemua lini 
kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga kemudian membang-
kitkan semangat kolektif masyarakat untuk melakukan langkah-
langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Mengingat korupsi merupakan ancaman bagi kelangsungan 
demokratisasi, kualitas pembangunan, kualitas hidup masyarakat 
dan merusak perekonomian masyarakat. Ruang lingkup permasa-
lahan korupsi tidak hanya berdimensi lokal, tetapi juga berdimensi 
transnasional. Kerjasama internasional dalam pencegahan dan 
pemberantasan korupsi merupakan suatu keharusan, sehingga perlu 
adanya komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.  
Tahun 2003 Indonesia telah menandatangani United Nation 
Convention Against Corruption (UNCAC), kemudian dikuatkan 
dengan meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 
2003. Arti penting ratifikasi konvensi UNCAC bagi Indonesia selain 
untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik 
internasional, juga memiliki arti penting antara lain: 
1) Untuk meningkatkan kerjasama internasional, khususnya dalam 
melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset 
hasil korupsi yang ditempatkan di luar negeri;  
2) Meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata 
pemerintahan yang baik; 
3) Meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjan-
jian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapi-
dana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hu-
kum; 
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4) Mendorong terjalinnya kerjasama teknis dan pertukaran informasi 
dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di bawah payung 
kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada 
lingkup bilateral, regional, dan multilateral;  
5) Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai 
dengan konvensi ini. Masalah pengembalian asset juga menjadi 
prinsip dasar konvensi ini. Sebab tindak pidana korupsi sering 
berhubungan dengan aset atau kekayaan negara yang disele-
wengkan. Untuk itu pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil 
tindak pidana korupsi harus dilakukan. 
Sekitar tujuh jenis tindak pidana korupsi yang dikenal dalam 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001, yaitu tindak pidana korupsi yang berupa kerugian 
keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, 
pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam 
pengadaan, dan gratifikasi. Tindak pidana korupsi yang terkait 
dengan kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001. 
Dalam konteks hukum pidana, tindak kejahatan korupsi 
adalah tindak pidana yang sulit dibuktikan, terkecuali jika si 
tersangka terlebih dahulu terkena Operasi Tangkap Tangan. Sebab 
dalam tindak kejahatan korupsi, biasanya antara pemberi sebagai 
causa proxima dan penerima selalu melakukan silent operation untuk 
mewujudkan tindak kejahatan tersebut. Bahkan sedapat mungkin 
para pelakunya berusaha dan mencari celah bagaimana meniadakan 
bukti-bukti yang dapat digunakan untuk melacak jejak tindak 
kejahatan korupsi yang dilakukannya. Bukan hanya itu saja yang bisa 
dilakukan oleh para pelaku korupsi (koruptor) karena mereka selalu 
berpikir dan membuat para penegak hukum ikut berpikir keras 
menghadapi para koruptor. Sebab para koruptor bisa jadi sudah 
memiliki jurus-jurus tertentu menghadapi penegak hukum atau 
hukuman yang sudah dijalani di penjara. Dari tindakan mereka yang 
sangat halus untuk bisa membujuk dan mengelabui para penegak 
hukum, misalnya dengan melakukan suap kepada para penegak 
hukum hingga sipir di rumah tahanan (penjara). Kejadian seperti ini 
tampaknya sudah tidak terhitung jumlah para penegak hukum 
  
(jaksa, hakim, sipir rumah tahanan) yang terkena rahasia dan Operasi 
Tangkap Tangan oleh penyidik KPK terkait dengan suap yang 
dilakukan para koruptor terhadap para penegak hukum tersebut. 
Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, 
dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemberantasan tindak 
pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat 
dilaksanakan secara optimal. Begitu juga mengingat betapa sulit dan 
cerdiknya para koruptor yang bertindak melakukan penyuapan 
terhadap para penegak hukum di Tanah Air maka pemberantasan 
tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, 
dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan 
negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan 
nasional.  
Sejalan dengan hal itu, mengingat lembaga pemerintah 
(kepolisian dan kejaksaan) yang selama ini dalam menangani perkara 
tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. 
Instansi kepolisian dan kejaksaan yang sudah ada sebelumnya dinilai 
banyak pihak belum memberikan harapan yang membanggakan. 
Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka 
dipandang perlu untuk membentuk suatu lembaga independen 
seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas 
dan berwewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.  
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana 
dikemukakan di muka maka pemerintah bersama DPR sepakat 
membentuk Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Oleh karena itu keberadaan lembaga independen 
KPK yang mulai tahun 2002 secara khusus menangani tindak pidana 
korupsi sangat diperlukan dan diharapkan dapat menekan jumlah 
kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Keberadaan KPK 
diharapkan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap 
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 
  
Mengingat tindakan para koruptor yang sangat jeli 
memperhatikan “kekurangan” atau “kelemahan” dari para penegak 
hukum kita selama ini, baik dari unsur polisi, jaksa, hakim, dan sipir 
rumah tahanan (penjara), maka penyidik KPK dalam rangka 
memberantas korupsi di Indonesia seringkali menggunakan teknik 
atau strategi secara diam-diam, yang kemudian lebih dikenal dengan 
sebutan Operasi Tangkap Tangan.  Operasi Tangkap Tangan adalah 
suatu teknik atau strategi penangkapan yang telah direncanakan dan 
dikembangkan oleh penyidik KPK yang digunakan untuk menjerat 
dan menangkap seseorang yang diduga akan atau sedang melakukan 
tindak kejahatan korupsi.  
Dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak 
pidana korupsi dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak 
untuk dan atas nama KPK. Sedangkan dalam melaksanakan tugas 
dan wewenangnya, KPK dapat menetapkan sendiri kebijakan dan 
tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangya. 
Begitu juga dalam kaitannya dengan penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan tindak pidana korupsi, KPK berhak menentukan kriteria 
penanganan tindak pidana korupsi dan ketentuan mengenai 
prosedur tata kerja KPK yang diatur dengan Keputusan Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Hal ini juga dipertegas bahwa segala 
kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berlaku juga bagi 
penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP tidak berlaku bagi penyidik KPK yang 
menangani tindak pidana korupsi. Pasal 7 ayat (2) menyatakan 
sebagai berikut “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang 
menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya 
berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 
ayat (1) huruf a.” Artinya Pasal 6 ayat (1) butir a dan b menyatakan 
yang dimaksud dengan penyidik butir a adalah pejabat polisi negara 
Republik Indonesia dan butir b adalah pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. 
Padahal sesuai tugas dan kewenangan KPK, tentu saja sesuai dengan 
yang dimanatkan Undang-Undang KPK. Bahwa sesungguhnya KPK 
  
memiliki kewenangan lebih dibandingkan instansi lain (Kepolisian 
dan Kejaksaan) yang terkait dengan penanganan tindak pidana 
korupsi. Hal ini sesuai dengan tugas supervisi yang dibebankan 
kepada KPK sesuai Undang-Undang KPK Pasal 6 huruf b, yaitu KPK 
berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan 
terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang 
berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi 
yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Bahkan dalam 
melaksanakan tugas tersebut KPK berwenang mengambil alih 
penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi 
yang sedang dilakukan oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan.  
Dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum 
acara pidana (KUHAP) yang berlaku dan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang KPK.  
Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan itu dilaksanakan 
berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama KPK.  
Untuk memperluas keterjangkauan dalam melakukan 
penindakan terhadap pelaku korupsi, maka KPK dapat 
melaksanakan kerjasama dalam penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan tindak pidana korupsi dengan lembaga penegak hukum 
negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui 
oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini KPK berwenang 
mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, 
dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-
sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan 
umum. 
Aturan mengenai penyadapan masih terlalu umum atau 
belum terlalu jelas. Pada dasarnya, penyadapan adalah pelanggaran 
atas hak privasi, sehingga besar kemungkinan disalahgunakan. Sebab 
tidak ada parameter yang jelas kapan kewenangan penyadapan ini 
dapat dilakukan, apakah tujuannya memang dalam rangka 
penegakan hukum, siapa-siapa saja yang bisa disadap, bagaimana 
  
jika dalam penyadapan ditemukan indikasi tindak pidana lainnya, 
bagaimana perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam 
komunikasi dengan pihak yang disadap yang tidak terkait dengan 
tindak pidana, dan sebagainya. 
Penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan sebuah 
metode baru yang dinilai sebagai metode luar biasa dalam rangka 
pencegahan dan pemberantasan atau bahkan pengungkapan tindak 
pidana yang seringkali memang menimbulkan kontroversi di 
kalangan praktisi hukum maupun kalangan akademisi hukum. Hasil 
penyadapan dan rekaman pembicaraan tidak dapat menjadi alat 
bukti, namun informasi dalam rekaman hasil penyadapan tersebut 
terbukti sangat efektif untuk dapat memperoleh alat bukti menurut 
KUHAP sehingga mampu mengungkap adanya kasus korupsi. 
Sebagian pihak menganggap bahwa penyadapan dan perekaman 
pembicaraan adalah pelanggaran hukum, bahkan justeru dianggap 
sebagaipelanggaran HAM karena orang merasa dizalimi dengan 
adanya penyadapan dan perekaman pembicaraan oleh KPK 
tersebut.55 
Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang KPK, penyadapan dan 
merekam pembicaraan yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam 
rangka tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, maka 
ditanyakan kapan penyadapan dan merekam pembicaraan itu mulai 
dilakukan, dan apa alasannya. Apabila penyadapan dan merekam 
pembicaraan itu dilakukan tidak dalam rangka penyelidikan dan 
penyidikan maka penyadapan dan merekam pembicaraan itu 
dianggap tidak sah. Apabila penyadapan dan merekam pembicaraan 
terhadap seseorang atau calon tersangka yang dilakukan oleh 
penyidik KPK sebelum ada permufakatan jahat sehingga tidak dapat 
dikatakan dilakukan pada tahap penyelidikan, maka penyadapan 
dan merekam pembicaraan itu dianggap tidak sah. Hasil penyadapan 
dan merekam pembicaraan pun tidak bisa dijadikan sebagai bukti di 
persidangan. 
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Selama ini aturan penyadapan diatur dalam SOP internal 
KPK yang diberlakukan untuk umum seharusnya tidak sah, karena 
aturan yang berkaitan dengan prosedur hukum apalagi perampasan 
hak privasi (HAM) seseorang tidak boleh diatur di aturan setingkat 
SOP yang sifatnya internal tetapi harus setingkat Undang-Undang. 
Selain itu, untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dimana 
setiap warga negara dapat mengetahui aturan tersebut, serta batas-
batas atau indikator yang jelas dan pasti terkait dengan penyadapan 
dan perekaman pembicaraan. 
Dalam hal KPK melakukan penyadapan dan merekam 
pembicaraan, sebenarnya dapat dikatakan sah-sah saja. Tetapi yang 
menjadi polemik adalah belum/tidak diaturnya tata cara dan 
prosedur mengenai penyadapan dan merekam pembicaraan itu di 
dalam Undang-Undang KPK. Hal ini oleh sebagian orang dianggap 
dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang bagi yang 
melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Padahal hasil 
dari penyadapan dan merekam pembicaraan tersebut dapat 
dijadikan alat bukti. Setelah penyidik KPK melakukan Operasi 
Tangkap Tangan terhadap seseorang atau calon tersangka dengan 
syarat harus memiliki surat tugas dari pimpinan. Ada tidaknya surat 
tugas dari pimpinan KPK ini seringkali menjadi polemik di kalangan 
praktisi hukum, karena sebagaimana diatur di dalam KUHAP bahwa 
pengeledahan dan atau penangkapan seseorang harus disertai atau 
ditunjukkan surat tugas dari pimpinan. Padahal dalam rangka 
penelidikan, penyidikan dan penuntutan, maka penyidik KPK 
memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam 
pembicaraan sesuai Undang-Undang KPK Pasal 12.  
Operasi Tangkap Tangan adalah tindakan lanjutan dari 
tindakan penyadapan yang sebelumnya dilakukan oleh KPK. Sesuai 
dengan Undang-Undang KPK Pasal 38 dan Pasal 39. Pasal 38 ayat (1) 
menyatakan: 
“Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga 
bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi 
Pemberantasan Korupsi.” Sedangkan Pasal 39 ayat (1) 
menyatakan “Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak 
pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang 
  
berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain 
dalam Undang-Undang ini.” 
Terkait dengan masalah Tertangkap Tangan ini, maka harus merujuk 
Pasal 1 angka 19 KUHAP, yaitu:  
“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu 
sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah 
beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atausesaat kemudian 
diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, 
atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang 
diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana 
ituyang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut 
melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”. 
Apabila tidak memenuhi persyaratan itu maka tindakan 
Tangkap Tangan dianggap tidak sah. Selain itu dilihat juga apakah 
saat melakukan penangkapan penyidik membawa surat perintah, 
surat tugas, atau surat penangkapan dan sebagainya. Apabila tidak 
maka penangkapan itu pun dianggap tidak sah. 
Perihal penangkapan telah diatur dalam KUHAP Pasal 16 
sampai19. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa 
pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa 
apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau 
penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang 
diatur dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 20. 
Kemudian Pasal 16 menyebutkan  ayat (1) Untuk kepentingan 
penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang 
melakukan penangkapan. Ayat (2) Untuk kepentingan penyidikan, 
penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangka-
pan. 
Pasal 17 menyebutkan bahwa perintah penangkapan 
dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak 
pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 18 
menyebutkan ayat (1) Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan 
oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan 
memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka 
  
surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka 
dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara 
kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Ayat (2) 
Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat 
perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera 
menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada 
penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Ayat (3) Tembusan 
surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan 
dilakukan. Pasal 19 menyebutkan: ayat (1) Penangkapan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama 
satu hari. Ayat (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak 
diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara 
sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa 
alasan yang sah. 
Berkaitan dengan penangkapan, menurut Yahya Harahap, 
wewenang yang diberikan kepada penyidik yang telah dilengkapi 
luasnya. Bersumber atas wewenang tersebut, hak kebebasan 
seseorang tersangka untuk berpijak pada landasan hukum. Salah satu 
bentuk kebebasan dan hak itu adalah dengan dukungan 
penangkapan. Tetapi semua tindakan penyidik tentang penangkapan 
itu adalah tindakan yang benar-benar ditempatkan pada proporsi 
demi kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan 
sekali.56 
Setidaknya ada tiga alasan yang harus dipenuhi untuk 
melakukan penahanan, yaitu takut melarikan diri, takut 
menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. Aturan 
tersebut tertera dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Ketiga hal tersebut 
merupakan alasan subyektif. Ada pula alasan obyektif yang harus 
dipenuhi, sebagaimana tertera dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, 
penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang 
melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima 
tahun atau lebih. Dengan demikian, pertimbangan bagi penyidik 
untuk tidak melakukan penahanan jika tidak memenuhi unsur-unsur 
di atas.  
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Dalam konteks inilah maka penegakan hukum atau 
penerapan hukum dan proses peradilan di pengadilan merupakan 
unsur penting kepastian hukum. Tetapi dua hal di atas belum 
memadai untuk mencapai kepastian hukum, apalagi menjamin 
pemenuhan kebutuhan dan pemuasan kepentingan hukum pencari 
keadilan atau masyarakat luas pada umumnya.57 Penegakan hukum 
untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara 
konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. 
Untuk itu diperlukan berbagai metode penegakan hukum secara luar 
biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai 
kewenangan luas, independen, dan bebas dari kekuasaan mana pun, 
yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, dan 
profesional. 58  Menurut Sudikno Mertokusumo, kalau dalam 
penegakan hukum, yang diperhatikan hanya kepastian hukum, maka 
unsur-unsur lainnya dikorbankan, demikian pula kalau yang 
diperhatikan hanya kemanfaatannya, maka kepastian hukum dan 
keadilan dikorbankan.59 Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah 
membuktikan dengan memberikan pengertian, bahwadalam arti 
yuridis, pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang 
kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.  
Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara 
pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut 
hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata 
cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk 
menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. 60  Hal senada 
dikemukakan oleh Waluyadi (2004) 61 dengan mengemukakan 
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beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, antara lainteori 
pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem ini 
memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah 
atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara 
kedua unsur tersebut. 
Sistem pembuktian yang dianut Indonesia saat ini adalah 
sistem negatief wettelijke bewijstheorie. Sistem ini dikenal sejak zaman 
Hindia Belanda hingga sekarang, dimana hukum acara pidana 
Indonesia secara konsisten memakai sistem pembuktian menurut 
undang-undang yang negatif (negatief wettelijk). Hal ini dapat dilihat 
dari pasal-pasal yang mengaturnya. Misalnya Pasal 183 KUHAP 
menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah 
ia memeperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan terdakwalah yang bersalah melakukannya". Jadi pembuktian menurut 
KUHAP harus didasarkan pada alat bukti yang telah diatur dalam 
Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan keyakinan hakim yang hanya 
dapat diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. 
Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak 
dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana, yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan 
pidana kepada sesorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”  
Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang hakim dalam 
memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua 
alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat 
dijatuhi hukuman atas tindakannya dan terdakwa harus dibebaskan 
demi hukum. Hal ini merupakan bentuk penegakan hukum yang 
berdasarkan pada sistem hukum yang dianut Indonesia.  
Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch 
menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang 
menjadi tujuan hukum. Hal ini karena dalam realitasnya, keadilan 
hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan hukum dan 
kepastian hukum dan begitu juga sebaliknya. Pada saat terjadi 
benturan, diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, maka 
harus ada yang dikorbankan. Meskipun demikian asas prioritas perlu 
  
dilakukan seperti dikatakan oleh Gustav Radbruch dimana urutan 
pertama yang menjadi prioritas. 
Secara historis, menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian 
menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. 
Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut 
Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang 
tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan 
membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman 
perang pada masa itu, Radbruch akhirnya meralat teorinya dengan 
menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.62 
Keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama. Hal 
ini sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri. Hukum 
dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, 
yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertenta-
ngan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak 
mungkin apa yang menjadi bagiannya. Bahkan dalam seluruh sejarah 
filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada 
keadilan sebagai suatu tujuan hukum.63 
Bagi Gustav Radbruch64 ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa 
berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak 
kemanfaatan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Pada waktu lain 
bisa diutamakan atau ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. 
Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak 
memuaskan. Oleh karena itu, Gustav Radbruch berpendapat bahwa 
dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, 
yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur 
tersebut harus ada kompromi dan harus mendapat perhatian secara 
proporsional. Namun dalam praktek tidak selalu mudah mengusa-
hakan kompromi secara proporsional antara ketiganya. Tanpa 
kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan 
akhirnya timbul keresahan. Kepastian hukum mungkin tidak 
dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tetapi sebagai 
sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan 
memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.  
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64 Ahmad Zaenal Fanani, Op.Cit. h. 5. 
  
Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari 
keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak 
hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya. 
Adanya kepastian hukum maka masyarakat akan tahu kejelasan 
tentang hak dan kewajiban mereka menurut hukum. Tanpa ada 
kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus 
diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang 
atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat 
diwujudkan melalui penegakan norma-norma yang baik dan jelas 
dalam suatu Undang-Undang dan jelas pula dalam penerapannya. 
Dengan demikian, kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, 
subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.  
Untuk dapat menggambarkan ketiga nilai-nilai tersebut maka 
dapat dijelaskan sebagai berikut. Seandainya ada kecenderungan 
yang berpegang pada nilai kepastian hukum, maka sebagai nilai ia 
akan menggeser nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Karena yang 
penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Apakah 
peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat bagi 
masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. 
Begitu juga jika ada kecenderungan yang berpegang kepada nilai 
kemanfaatan, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian 
hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai 
kemanfaatan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat 
bagi masyarakat. Demikian juga jika ada kecenderungan yang 
berpegang pada nilai keadilan, maka sebagai nilai ia akan menggeser 
nilai kepastian dan kemanfaatan, karena nilai keadilan tersebut tidak 
terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kemanfaatan, karena 
sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai 
kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan demikian harus 
diusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang 
dan selaras antara ketiga nilai tersebut. 65  Sebab kepastian hukum 
sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari 
upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum 
adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan 
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tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum 
maka setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami 
jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan juga 
untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa 
diskriminasi. 
Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum merupakan 
nilai-nilai secara tradisional maupun kekinian yang sudah 
berkembang atau diterapkan di era hukum modern. Asas kepastian 
hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan 
dengan cara yang baik dan tepat. Kepastian merupakan tujuan utama 
dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan 
kehilangan jati diri dan maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati 
diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku 
setiap orang. 
Adanya dasar atau landasan hukum seperti dikemukakan di 
muka, maka dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku 
tindak pidana korupsi kedudukan KPK menjadi kuat. Komisi 
Pemberantasan Korupsi memiliki tugas melakukan Penyidikan, 
Penyelidikan dan Penuntutan terhadap pelaku Tipikor sebagaimana 
tertuang pada Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan 
Undang-Undang tersebut, KPK telah diberi kewenangan yang luas 
untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga 
KPK dapat bertindak tanpa keraguan sedikit pun dalam menangkap, 
memidanakan, dan menghukum atau memenjarakan para koruptor. 
Dengan landasan yang kokoh itu pula, penindakan terhadap pelaku 
tindak pidana korupsi juga menjadi jelas, terang, transparan, dan 
akuntabel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB VIII 
TEKNIK DAN STRATEGI OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH 
PENYIDIK KPK DILIHAT DALAM PERSPEKTIF KUHAP 
 
Tindak pidana korupsi yang meningkat tidak terkendali akan 
membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional 
tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak 
pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran 
terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak Pidana 
Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
Kartono mengemukakan bahwa korupsi adalah tingkah laku 
individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk 
keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan 
Negara.66Baharudin Lopa mengatakan korupsi digolongkan sebagai 
kejahatan luar biasa yang upaya pemberantasannya juga harus 
dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Menurut Lopa, sesuai 
dengan sifatnya (motifnya) maka korupsi dapat dibedakan menjadi 
dua, yaitu: Pertama, korupsi yang bermotif terselubung. Korupsi 
seperti ini adalah korupsi yang secara sepintas lalu kelihatannya 
bermotif politik tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif 
mendapatkan uang semata. Kedua, yang bermotif ganda, yaitu 
seseorang melakukan korupsi yang secara lahiriah kelihatannya 
hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya 
mempunyai motif lain, yakni motif kepentingan politik.67 
Para pihak yang dapat dijerat oleh KPK adalah setiap orang 
dan atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, 
sehingga domain target sasaran “setiap orang” tersebut sesuai 
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dengan Undang-Undang KPK adalah siapa pun, baik pihak swasta 
yang melibatkan penyelenggara negara maka dapat dijerat oleh 
Undang-Undang Tipikor.  
Dengan kata lain, dalam melaksanakan tugasnya, KPK 
berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
tindak pidana korupsi di seluruh wilayah Indonesia yang:  
a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan 
orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara 
negara;  
b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau  
c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 
(satu milyar rupiah). 
Dalam hukum pidana Indonesia, yang dapat menjadi subjek hukum 
pidana adalah manusia/orang perseorangan. Hal ini dapat dilihat 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Buku II dan Buku III), 
yang sebagian besar kaidah-kaidah hukumnya dimulai dengan kata 
“barangsiapa”, sebagai terjemahan dari kata Belanda hij tidak lain 
yang dimaksud ialah manusia.68 Subjek hukum tindak pidana tidak 
lepas pada sistem pembebanan tanggung jawab/pertanggungjawa-
ban pidana, yang dianut dalam hukum pidana umum dengan 
sumber pengaturan dalam KUHP adalah pribadi orang. Jadi secara 
umum hanyalah orang yang dapat menjadi subjek hukum, 
sedangkan badan atau korporasi tidak dapat. Selain itu, 
pertanggungjawaban juga bersifat pribadi (personal), artinya orang 
yang dibebani tanggung jawab pidana dan yang dapat dipidana 
hanyalah orang atau pribadi si pembuat (orang yang berbuat tindak 
pidana) saja. Hal tersebut dikarenakan, hukum pidana kita menganut 
asas concordantie dari hukum pidana Belanda yang menganut sistem 
pertanggungjawaban pribadi. Hal tersebut bersesuaian dengan 
rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata “barang-
siapa”, sedangkan dalam hukum pidana khusus menggunakan kata 
“setiap orang”.69 
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Sistem pertanggungjawaban pribadi yang dianut dalam 
hukum pidana seperti yang telah dikemukakan diatas, sangat sesuai 
dengan kodrat manusia. Sebab hanya manusialah yang dapat 
berpikir, berakal, dan memiliki perasaan, kemudian menetapkan 
suatu kehendak untuk berbuat dan kemudian mewujudkannya. 
Apabila perwujudan berupa perbuatan yang tercela atau 
bertentangan dengan hukum, maka orang tersebut yang dapat 
dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini, 
kemudian yang menjadi dasar untuk menetapkan orang sebagai 
subjek hukum pidana. 
Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa dalam menentukan subjek 
hukum dapat dilakukan dua cara, yaitu:70 
a. Sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak 
ditentukan kualitas pribadinya. Subjek hukum tindak pidana 
orang pada umumnya in casu tindak pidana korupsi diawali kata 
“setiap orang”. Contoh, dalam Pasal 2, 3, 21, dan 22. 
b. Kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, 1) pegawai 
negeri/penyelenggara negara (misalnya Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf 
a, b, e, f, g, h, i), 2) pemborong ahli bangunan  (Pasal 7 Ayat 1 
huruf a), 3) hakim (Pasal 12 huruf c), atau 4) advokat (Pasal 12 
huruf d). 
Dalam delik jabatan (ambtsdelicten) diatur dari Pasal 414 
sampai dengan Pasal 436 KUHP, subjeknya harus seorang pegawai 
negeri. Kemudian beberapa delik jabatan seperti diatur dalam Pasal 
415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP, telah dimasukkan 
menjadi delik-delik korupsi. 71  Sehubungan dengan delik jabatan, 
menurut Engelbrecht, dimana openbare dienst diterjemahkan dengan 
“jabatan umum”, yang jenis pengaturannya memerlukan kualifikasi 
subjek hukum tertentu yaitu pegawai negeri atau orang lain yang 
diwajibkan untuk seterusnya atau waktu tertentu menjalankan 
jabatan umum.72 
Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ruang lingkup pegawai 
negeri meliputi: 
a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
tentang kepegawaian; 
b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-
undang hukum pidana; 
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau 
daerah; 
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang 
menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau 
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang 
mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.  
Pengertian pegawai negeri dalam undang-undang 
pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi pegawai negeri 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pokok kepegawaian 
dan KUHP, disamping undang-undang pemberantasan tindak 
pidana korupsi itu sendiri. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Kepegawaian, Pasal 2 Ayat (1) menyatakan pegawai negeri 
dibedakan atas tiga kelompok yaitu Pegawai Negeri Sipil, Anggota 
Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa 
pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri 
dari pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah, dan 
Pasal 2 Ayat (3) menyatakan disamping pegawai negeri sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat 
mengangkat pegawai tidak tetap. 
Dari penjelasan tentang adanya sumber kekayaan yang tidak 
seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan, 
maka dapat disimpulkan bahwa penghasilan si pembuat lebih 
banyak dari pada sumber kekayaan dan berarti ada 
ketidakseimbangan antara penghasilan dengan sumber kekayaan. 
Ketidakseimbangan itu terjadi karena adanya perbuatan 
memperkaya yang dilakukan oleh si pembuat. Unsur memperkaya 
meliput perolehan kekayaan, perolehan kekayaan melampaui dari 
sumber kekayaannya, dan adanya kekayaan yang sah sesuai dengan 
sumber kekayaannya dan adanya kelebihan kekayaan yang tidak sah. 
Pengertian perbuatan memperkaya dilihat dari unsur-
unsurnya mengakibatkan arti yang begitu abstrak. Untuk itu tidak 
  
mudah menentukan bentuk atau wujud dari perbuatan memperkaya 
itu tanpa menghubungkan antara pengertian yang abstrak dengan 
tiap-tiap peristiwa yang konkret. Wujud dari perbuatan memperkaya 
akan menjadi banyak sekali dan tergantung dari peristiwa konkrit 
yang terjadi. Bisa saja dilakukan dengan aktif atau pasif, yang 
penting wujud dari perbuatan memperkaya itu memenuhi unsur dari 
pengertian diatas. Peristiwa konkrit dari perbuatan memperkaya 
dapat berupa memakai atau menggunakan uang maupun benda 
milik negara, tidak menegur atau melarang bawahan, memalsukan 
data, dan sebagainya. 
Perbuatan memperkaya dalam Pasal 2 meliputi perbuatan 
memperkaya diri sendiri yakni diri si pembuat sendirilah yang 
memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah; 
perbuatan memperkaya orang lain, yakni orang yang kekayaannya 
bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain, selain 
si pembuat; 3)memperkaya suatu korporasi yakni bukan si pembuat 
yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya 
itu, tetapi suatu korporasi yang diuntungkan. Walaupun si pembuat 
tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya, tetapi beban 
tanggungjawab pidananya disamakan dengan yang mendapatkan 
kekayaan tersebut. 
Dalam praktik, tindak pidana korupsi Pasal 2 selalu 
mengakibatkan kerugian negara, hal itu sesuai dengan alur pikir 
bahwa adanya kerugian ini, karena adanya perbuatan memperkaya 
yang baru dapat terwujud secara sempurna apabila kekayaan telah 
diperoleh dari perbuatan itu, perolehan mana bersifat melawan 
hukum dan menimbulkan kerugian negara.73 
a. Dengan cara melawan hukum 
Dalam penjelasan undang-undang dijelaskan sebagai berikut, 
“yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup 
perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, 
yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan 
perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela 
karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan 
sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebuat dapat dipidana”.  
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Penjelasan diatas menegaskan bahwa Pasal 2 menganut dua 
pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, yakni 
melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Jika yang 
melarang adalah hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), 
maka sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan 
hukum formil. Sedangkan jika sifat terlarangnya berasal dari 
masyarakat berupa kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan 
yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka sifat tercela 
yang demikian disebut melawan hukum materiil. 
Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian 
tentang sifat tercela atau sifat terlarangnya suatu perbuatan 
memperkaya dengan cara melawan hukum. Jika si pembuat dalam 
mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, maka dia tidak 
berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau 
menambah kekayaannya karena perbuatan tersebut dianggap tercela. 
Untuk itu antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya 
itu merupakan kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana 
korupsi. 
Sifat melawan hukum secara materiil ialah bukan perbuatan 
yang bertentangan dengan undang-undang saja, namun juga 
perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam 
pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan 
hukum. Melawan hukum secara materiil mulai dikembangkan oleh 
para penulis Jerman seperti, Von Liszt yang merumuskan sebagai 
“den Zwecken den das Zusammenleben legelnden Rechtsordnung 
widerspricht” atau suatu perbuatan yang antisosial.74 
Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara Pencantuman kata “dapat” pada frasa “yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, 
mengandung cakupan makna yang kurang jelas dan agak luas. Hal 
ini tidak sesuai dengan rumusan kalimat yang in casu disyaratkan 
dalam asas legalitas, bahwa suatu ketentuan pidana semestinya 
memenuhi prinsip lex certa yakni bahwa ketentuan hukum pidana 
harus rinci, jelas, dan tidak membingungkan. Serta memperhatikan 
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prinsi lex stricta, yang menghendaki bahwa penafsiran dalam hukum 
pidana harus ketat, sempit, dan tidak boleh ada analogi.75 
Pencantuman kata “dapat” yang kurang memberikan 
kepastian dan cakupan yang luas tersebut, pada satu sisi 
dimaksudkan bahwa undang-undang pemberantasan tindak pidana 
korupsi ini diharapkan dapat menjaring berbagai bentuk tindak 
pidana korupsi yang beragam dan kompleks. Sebaliknya, aparat 
penegak hukum justru dapat memanfaatkan sesuai dengan 
wewenang yang dimilikinya untuk menyampingkan perkara tindak 
pidana korupsi dengan alasan “tidak dapat” sebagai bagian lain dari 
kata “dapat” itu sendiri. Sehingga berpotensi terjadi tebang pilih 
dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi.76 
Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, 
dapat dikatakan satu-satunya ketentuan yang memuat arti dan 
batasan pengertian yuridis tentang kerugian keuangan negara adalah 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara yang termuat dalam Pasal 1 angka 22, bahwa kerugian 
negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, 
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 
hukum baik sengaja maupun lalai. Pengertian diatas dirasa masih 
sangat terbatas karena seringkali hanya dikaitkan dengan mekanisme 
tuntutan ganti rugi bagi pegawai negeri, baik bendahara maupun 
non bendahara. Berbeda dengan perpektif undang-undang 
pemberantasan tindak pidana korupsi, yang melihat kerugian 
keuangan negara sebagai sesuatu yang disebabkan oleh perbuatan 
melawan hukum atau tindakan penyalahgunaan wewenang yang 
ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya.77 
Kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara (kerugian 
negara) bukan menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana 
korupsi Pasal 2 secara sempurna, melainkan kerugian negara dapat 
timbul dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum. Karena 
kerugian tidak perlu timbul dan cukup menurut logika orang pada 
umumnya, bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan 
kerugian negara tanpa merinci dan menyebut adanya bentuk dan 
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jumlah kerugian negara tertentu sebagaimana pada tindak pidana 
materiil. 
Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan 
negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak 
dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara 
dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: 
1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban 
pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. 
2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban 
badan usaha milik Negara (BUMN)/badan usaha milik daerah 
(BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang 
menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan 
modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. 
Meskipun undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi 
telah menjelaskan batasan dan pengertian dari keuangan negara, 
tetapi dalam kenyataannya masih terdapat penafsiran yang 
beragam mengenai arti keuangan negara.  
Dari Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, setidaknya ada tiga pendapat yang 
menafsirkan pengertian keuangan negara yakni:78 
1) Keuangan negara diartikan secara sempit, yaitu hanya meliputi 
keuangan negara yang bersumber dari APBN dan sebagai sub 
sistem dari keseluruhan sistem keuangan negara dengan meliputi 
semua aspek yang tercakup dalam APBN yang diajukan 
pemerintah kepada DPR setiap tahunnya. 
2) Keuangan negara diartikan secara luas, yaitu dengan 
mendasarkan pada metode sistematis dan historis, meliputi 
keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD 
yang pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai 
suatu sistem keuangan negara. Dengan kata lain, keuangan negara 
adalah segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan 
dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak 
istimewa negara untuk kepentingan publik. 
Keuangan negara diartikan menurut tujuannya yakni dengan 
pendekatan sistematis dan teleologis atau sosiologis. Jika tujuan 
menafsirkan keuangan negara tersebut dimaksudkan untuk 
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mengetahui sistem pengurusan dan pertanggungjawaban, maka 
pengertian keuangan negara tersebut adalah sempit (hanya APBN). 
Namun apabila dimaksudkan untuk mengetahui sistem pengawasan 
atau pemeriksaan pertanggung-jawaban, maka pengertian keuangan 
negara adalah dalam arti luas. Sedangkan yang dimaksud dengan 
perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun 
sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun 
usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan 
pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan 
kepada seluruh kehidupan rakyat. Selain diatur dalam Pasal 2, tindak 
pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara 
juga diatur dalam Pasal 3. 
Tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini tidak lagi dapat 
digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu 
kejahatan luar biasa. Oleh karena itu dalam upaya pemberantasannya 
tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-
cara yang luar biasa.79 Hal ini telah dilakukan oleh penyidik KPK 
dalam mengatasi tindak pidana korupsi yang terjadi di Tanah 
Air.Penyidik KPK dalam mengungkap dan menangkap terduga 
pelaku tindak pidana korupsi (Tipikor) mempunyai berbagai cara 
dan strategi yang melalui Operasi Tangkap Tangan.  
Sesuai konsep Operasi Tangkap Tangan merupakan suatu 
teknik atau strategi penangkapan yang telah direncanakan dan 
dikembangkan oleh penyidik KPK untuk menjerat dan menangkap 
seseorang yang diduga akan atau sedang melaksanakan tindak 
kejahatan korupsi. Operasi Tangkap Tangan yang selama ini 
dilakukan oleh KPK memang tidak dimaksudkan sebagai sebuah 
istilah hukum apalagi pelaksanaan sebuah norma hukum, tetapi 
sebuah istilah dari bentuk operasi atau strategi penangkapan yang 
digunakan oleh penyidik KPK. Selama ini KPK dapat melakukan 
Operasi Tangan Tangan karena sebelumnya telah dilakukan deteksi 
dini melalui penyadapan dan atau adanya laporan masyarakat yang 
disampaikan kepada KPK. 
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Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan 
kewenangannya dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia 
memiliki tugas melakukan Penyidikan, Penyelidikan dan Penuntutan 
terhadap pelaku Tipikor sebagaimana tertuang pada Pasal 6 huruf (c) 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, KPK memiliki 
kewenangan yang luas berdasarkan Undang-Undang tersebut untuk 
melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, 
KPK berusaha melakukan berbagai cara untuk dapat menjerat, 
menangkap, memenjarakan dan menghukum seseorang pelaku 
korupsi di wilayah Indonesia. Usaha yang dilakukan KPK antara lain 
melakukan monitoring untuk pencegahan sampai penyadapan dan 
merekam pembicaraan seseorang, sehingga dapat dideteksi dini dan 
ditangkap orang-orang yang awalnya diduga akan atau sedang 
melakukan Tipikor.  
Sesuai dengan Undang-Undang KPK, KPK memiliki peran 
yang sangat penting dan strategis dalam pemberantasan korupsi di 
Indonesia, yaitu melakukan koordinasi dengan aparat atau penyidik 
dari instansi lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam 
melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 Undang-Undang KPK, maka KPK diberikan kewenangan antara 
lain mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan 
pemberantasan tindak pidana korupsi, dan meminta informasi 
tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada 
instansi yang terkait. 
Dalam menjalankan tugasnya, KPK juga menerima laporan 
dari masyarakat atas dugaan akan terjadinya atau sedang terjadi 
Tipikor. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 41 UU Nomor 31 Tahun 1999 
maka peran serta masyarakat itu dapat diwujudkan seperti mencari, 
memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi 
tindak pidana korupsi, menyampaikan saran dan pendapat secara 
bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara 
tindak pidana korupsi dan memperoleh perlindungan hukum dalam 
hal melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
dan b di atas. Oleh karena itu, kemudianKPK dapat mengambil 
keputusan dan tindakan yang tepat untuk menjerat dan menangkap 
  
seseorang melalui Operasi Tangkap Tangan seperti yang sudah 
sering dilakukan selama ini. 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
1981 tentang KUHAP tidak mengenal istilah Operasi Tangkap 
Tangan. Istilah Operasi Tangkap Tangan mulai mengemuka tatkala 
KPK sering melakukan Operasi Tangkap Tangan dalam 
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap para 
pejabat negara, kepala daerah, dan pihak swasta yang bersentuhan 
langsung dengan kasus tersebut. Kemudian timbul pertanyaan: 
Apakah Operasi Tangkap Tangan KPK itu sama dengan Tertangkap 
Tangan dalam konsep KUHAP? Apakah menilai Operasi Tangkap 
Tangan KPK itu salah atau tidak, sah atau tidak sah dari penggunaan 
istilah yang sesungguhnya merupakan sebuah nama atau strategi 
penangkapan yang memang tidak ada di dalam KUHAP adalah 
sebuah kesalahan. Untuk menilai apakah Operasi Tangkap Tangan 
yang dilakukan KPK itu melanggar norma-norma yang diatur dalam 
KUHAP, UU Tipikor maupun UU KPK , maka harus dilihat apakah 
tindakan-tindakan konkrit yang dilakukan oleh KPK itu dalam 
kasus-kasus konkrit.  
Sebagai ilustrasi, penyidik KPK pernah melakukan 
penangkapan terhadap seseorang melalui Operasi Tangkap Tangan, 
maka tindakan penangkapan itu dapat diuji lebih lanjut sesuai 
dengan syarat-syarat penangkapan. Seandainya, ternyata penyidik 
KPK yang melakukan penangkapan tanpa dibekali surat perintah 
yang dipersyaratkan dalam Pasal 18 (1) padahal peristiwanya tidak 
Tertangkap Tangan, namun katakanlah satu hari setelah peristiwa 
pidananya terjadi, maka penangkapan itu dianggap tidak sah 
meskipun dalam rangka Operasi Tangkap Tangan. Contoh lain, 
dalam suatu Operasi Tangkap Tangan penyidik KPK langsung 
melakukan penahanan terhadap tersangka tanpa surat perintah 
dengan alasan Operasi Tangkap Tangan maupun karena tersangka 
Tertangkap Tangan, maka tindakan penahanan itu dianggap salah, 
karena Tertangkap Tangan atau tidaknya tersangka bukan 
merupakan pengecualian atas keharusan adanya surat perintah 
penahanan yang diatur dalam Pasal 21 Ayat 2 KUHAP. 
Apabila Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh 
penyidik KPK dengan prosedur yang telah direncanakan dan 
ternyata di dalam proses penangkapan seseorang (tersangka) Tipikor 
  
telah terpenuhi syarat sesuai Pasal 1 butir 20 KUHAP, yaitu terdapat 
cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau 
peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP, 
maka tindakan penyidik KPK itu dianggap sah. Tindakan penyidik 
KPK itu adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan 
yang diberikan Undang-Undang kepadanya, yaitu melakukan 
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.  
Selanjutnya penyidik KPK dapat melakukan proses 
berikutnya dengan menggunakan Pasal-pasal 16 sampai 19 KUHAP 
seperti telah dikemukakan sebelum ini. Untuk kepentingan penye-
lidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan 
penangkapan dan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan 
penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan terhadap 
seseorang yang terindikasi atau terpenuhi syarat Pasal 1 butir 20 
KUHAP. Terlebih lagi apabila seseorang tersebut patut diduga keras 
telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang 
cukup. Selama ini KPK begitu melakukan Operasi Tangkap Tangan, 
maka segera dilakukan penyidikan lebih lanjut untuk menentukan 
dan menetapkan status seseorang yang terkena Operasi Tangkap 
Tangan, paling lama 1 x 24 jam. Hal ini untuk memenuhi ketentuan 
Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penangkapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan untuk paling 
lama satu hari. Pasal 17 menyatakan “Perintah penangkapan dilakukan 
terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan 
bukti permulaan yang cukup.” 
Apabila seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh 
KPK, maka terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur 
khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku 
berdasarkan Undang-Undang KPK. Pemeriksaan tersangka dilaku-
kan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka. Atas dasar dugaan 
yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, maka penyidik 
dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri 
berkaitan dengan tugas penyidikannya. Bahkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai 
tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang 
KPK. Artinya KPK akan menggunakan aturan yang terkait dengan 
Tipikor hanya mengacu kepada Undang-Undang KPK. Oleh karena 
  
KPK diberikan kewenangan yang luas dalam proses penyelidikan, 
penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana korupsi sehingga 
KPK harus bekerja keras dan sangat hati-hati dalam menetapkan 
seseorang terduga tindak pidana korupsi, karena KPK tidak 
berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan 
dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. 
Dalam kaitan ini, apabila KPK telah menetapkan seseorang 
menjadi tersangka, maka pihak tersangka tindak pidana korupsi 
harus kooperatif dan wajib memberikan keterangan kepada penyidik 
tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, 
anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui 
dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana 
korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Bahkan semua informasi 
yang terkait dengan dugaan-dugaan terjadinya tindak pidana 
korupsi yang melibatkan seseorang, maka ia (tersangka) harus 
menyampaikan kepada penyidik KPK secara lengkap dan benar. 
Artinya seseorang harus dapat bekerjasama mengungkap fakta yang 
sebenarnya terjadi. Semua itu diperlukan dalam rangka untuk 
kepentingan penyidikan lebih lanjut. 
Dalam menangani tindak pidana, dikenal ada beberapa 
penyidik, khususnya dilihat dari asal penyidik itu, yang dikenal 
dengan istilah atau sebutan Penyidik Asal. Artinya dari mana asal 
penyidik itu, sebelum mereka ditugaskan atau mendapat tugas di 
tempatnya yang sekarang. Misalnya disebutkan Penyidik Tindak 
Pidana Asal sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 74 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah adalah pejabat 
dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk 
melakukan penyidikan, yaituKepolisian Negara Republik Indonesia, 
Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika 
Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 
Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak 
pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang 
cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan 
penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. 80  Dengan 
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demikian yang dimaksud dengan Penyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi adalah penyidik yang berasal dari lembaga Komisi 
Pemberantasan Korupsi dan sesuai dengan tugasnya yang 
didasarkan pada Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. 
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Undang-
Undang KPK, maka KPK memiliki kewenangan antara lain: 
melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, memerintahkan 
kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke 
luar negeri, meminta keterangan kepada bank atau lembaga 
keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau 
terdakwa yang sedang diperiksa; memerintahkan kepada bank atau 
lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga 
hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang 
terkait; meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau 
terdakwa kepada instansi yang terkait, menghentikan sementara 
suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian 
lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi 
yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang 
diduga berdasarkan bukti awal yang cukup yang ada hubungannya 
dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa serta meminta 
bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan 
penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam 
perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. 
Dalam konteks kepastian hukum, Operasi Tangkap Tangan 
oleh penyidik KPK selama ini cukup memberikan bukti bahwa 
proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sudah berjalan 
dengan baik dan maksimal. Hal ini bisa dilihat hampir tidak ada 
tersangka Tipikor yang lolos dari jeratan hukum. Artinya para 
tersangka semuanya dapat dikenai pidana dan dihukum penjara 
meskipun dari sebagaian pendapat masyarakat, hukuman itu belum 
maksimal. Sebab hukuman yang diputus hakim Tipikor dianggap 
terlalu ringan atau tidak sepadan dengan kejahatan yang telah 
mereka lakukan. Hal ini merupakan suatu pendapat yang wajar, 
karena penilaian masyarakat dan keputusan hakim di pengadilan 
seringkali memang tidak sama. Ada harapan masyarakat yang terlalu 
besar, tetapi sebaliknya keputusan hakim Tipikor dianggap sudah 
maksimal.  
  
Kepastian hukum merupakan harapan bagi setiap pencari 
keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak 
hukum yang terkadang terlalu arogansi dalam menjalankan 
tugasnya. Karena dengan adanya kepastian hukum itulah 
masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajibannya menurut 
hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang tidak tahu apa 
yang harus dilakukan, tidak mengetahui perbuatannya benar atau 
salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum 
dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam 
suatu peraturan perundang-undangan dan jelas pula bagaimana 
penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat 
hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.  
Kepastian hukum menurut Utrecht mengandung dua 
pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat 
individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh 
dilakukan dan adanya keamanan hukum bagi individu dari 
kesewenangan aparat penegak hukum karena dengan adanya aturan 
yang bersifat umum itu maka individu dapat mengetahu apa saja 
yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap 
individu. Tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya 
oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan 
hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk 
mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata 
untuk kepastian.81 
Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian 
hukum. Hal ini seperti dianut oleh kaum Positivisme lebih 
menekankan pada kepastian hukum. Seandainya dapat 
dikemukakan bahwa “summon ius, summa injuria, summa lex, summa 
crux” artinya hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan 
yang dapat menolongnya. Dengan demikian kendatipun keadilan 
bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya tetapi tujuan hukum 
yang substantif adalah keadilan.82 
Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa 
kepastian hukum merupakan sesuatu yang didalamnya terkandung 
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nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Asas kepastian hukum 
adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan 
cara yang baik dan tepat. Sebab kepastian hukum merupakan tujuan 
utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum 
akan kehilangan jati diri dan maknanya. Jika hukum tidak memiliki 
jati diri dan tidak memiliki makna bagi manusia maka hukum tidak 
lagi digunakan sebagai pedoman perilaku manusia yang hidup 
dalam wilayah negara hukum. 
Dalam konteks pembuktian, Operasi Tangkap Tangan KPK 
harus dapat dibuktikan di sidang pengadilan yang hendak digelar 
kemudian. Sebab pembuktian merupakan bagian yang sangat 
penting dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. 
Tujuan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana 
perkara pidana pada umumnya adalah untuk menemukan suatu 
kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang dikatakan dengan logika 
hukum. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim 
agar hakim dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya 
kebenaran yang sesungguhnya dalam keputusan hakim. 
Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam 
rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan 
tahapan dalam mencari kebenaran hakiki melalui penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan 
pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan. Dengan demikian, acara 
pembuktian merupakan salah satu fase atau prosedur dalam 
pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan sebagaimana 
diatur di dalam KUHAP.83 J.C.T.Simorangkir mengemukakan bahwa 
pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemu-
kakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan 
dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim 
sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara 
tersebut.84 
Apabila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat 
bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup 
untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, 
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maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Sebaliknya kalau 
kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang 
disebut dalam undang-undang yakni dalam Pasal 184 KUHAP) maka 
harus dinyatakan bersalah dan dihukum.Hal ini telah ditegaskan 
dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana, yang berbunyi: “hakim tidak boleh menjatuhkan 
pidana kepada sesorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Oleh 
karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang hakim 
dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan 
minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa 
tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya dan terdakwa harus 
dibebaskan demi hukum. 
Dari pengalaman selama ini ternyata dalam pemeriksaan 
khusus berindikasi Tindak Pidana Korupsi banyak mengalami 
kesulitan dalam pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu 
tujuan pemberlakuan undang-undang pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi belum tercapai yang penyebabnya adalah sama dengan 
penyebab 30 tahun yang lalu (UU Nomor24/Prp/1960 juga UU 
Nomor3 tahun 1971) yaitu kesulitan dalam pembuktian. 
Dalam konteks pembuktian, maka ada beberapa catatan 
terkait Operasi Tangkap Tangan oleh penyidik KPK, yaitu:  
a. Ada perbedaan prinsip pembuktian dalam perkara perdata dan 
perkara pidana. Dalam perkara perdata, para pihak yang mela-
kukan hubungan hukum keperdataan cenderung mengadakan 
bukti dengan maksud jika di kemudian hari terjadi sengketa, para 
pihak akan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat argumen-
tasinya di pengadilan. Hal ini berbeda dengan perkara pidana, di 
mana pelaku selalu berusaha meniadakan bukti atau menghapus 
jejak atas kejahatan yang dilakukan. Operasi Tangkap Tangan 
lebih efektif untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang sulit 
pembuktian, termasuk kejahatan korupsi.  
b. Dalam pembuktian perkara pidana ada postulat yang berbunyi: in 
criminalibus probantiones bedent esse luce clariores. Artinya, dalam 
perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada 
cahaya, sehingga untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku 
tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan persangkaan, tetapi 
  
bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat. Ini dalam 
rangka meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa 
keraguan sedikit pun. Operasi tangkap tangan adalah cara paling 
ampuh untuk membuat bukti-bukti lebih jelas dan terang 
daripada cahaya.  
c. Dalam konteks tindak kejahatan korupsi, Operasi Tangkap 
Tangan seringkali didahului serangkaian tindakan penyadapan 
yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Hasil 
penyadapan pada dasarnya merupakan bukti permulaan terja-
dinya suatu tindak pidana jika antara bukti yang satu dan bukti 
yang lain terdapat kesesuaian. Operasi Tangkap Tangan hanyalah 
untuk mengonkritkan serangkaian tindakan penyadapan yang 
telah dilakukan sebelumnya, sehingga bukti permulaan yang 
diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup. Artinya, 
perkara tersebut sudah siap diproses secara pidana karena 
memiliki minimal dua alat bukti.  
d. Dalam konteks kekuatan pembuktian, Operasi Tangkap Tangan 
dapat dikatakan memenuhi pembuktian sempurna. Artinya, bukti 
tersebut tidak lagi menimbulkan keraguan-raguan mengenai 
keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan. Meskipun demikian, 
hakim dalam perkara pidana tidak terikat secara mutlak terhadap 
satu pun alat bukti. Tetapi, Operasi Tangkap Tangan paling tidak 
dapat menghilangkan keraguan tersebut.   
Dari uraian dimuka, maka dapat disimpulkan bahwa Operasi 
Tangkap Tangan adalah suatu cara yang efektif untuk membuktikan 
kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktian, termasuk kejahatan 
korupsi. Operasi Tangkap Tangan adalah cara paling ampuh untuk 
membuat bukti-bukti menjadi jelas dan terang. Operasi Tangkap 
Tangan adalah upaya mengonkritkan serangkaian tindakan penyada-
pan dan perekaman pembicaraan yang telah dilakukan sebelumnya, 
sehingga menjadi bukti permulaan yang cukup. Operasi Tangkap 
Tangan dapat menjadi pembuktian yang sempurna , sehingga bukti 
tersebut tidak lagi menimbulkan keraguan-raguan mengenai keterli-
batan pelaku dalam suatu kejahatan korupsi. 
 
 
 
 
  
BAB IX 
AKHIR BAB 
 
Dasar hukum yang digunakan oleh penyidik KPK dalam 
Operasi Tangkap Tangan adalah Pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 2002 
tentang KPK, yaitu yang mengatur tentang penyadapan dan 
perekaman. Penyadapan dan perekaman itu ditindaklanjuti dengan 
mengacu pada pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur soal 
Tertangkap Tangan, Penangkapan dan Penahanan. Berdasarkan 
Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 maka penyidik 
KPK dapat memproses lebih lanjut tersangka Tipikor, baik dari 
penangkapan yang dilakukan melalui proses penyadapan dan 
perekaman pembicaraan terlebih dahulu maupun dari laporan 
masyarakat yang telah disampaikan kepada KPK. Dengan demikian 
Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh penyidik KPK telah 
memiliki dasar hukum yang jelas, sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku saat ini, dan tidak menyalahi prosedur 
hukum, khususnya hukum acara pidana. 
Teknik dan Strategi Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan 
oleh penyidik KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi dilakukan 
dengan prosedur yang direncanakan didasarkan atas penyadapan 
dan perekaman pembicaraan yang dilakukan oleh penyidik KPK 
serta adanya laporan masyarakat yang disampaikan kepada KPK. 
Dalam proses penangkapan seseorang (tersangka) tindak pidana 
korupsi telah terpenuhi syarat sesuai Pasal 1 butir 20 KUHAP. 
Tindakan penyidik KPK itu dalam rangka melaksanakan tugas dan 
kewenangan yang diberikan UU kepadanya, yaitu melakukan 
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Penyidik KPK telah 
melakukan proses sesuai KUHAP (Hukum Acara Pidana) dengan 
menggunakan pasal-pasal 16 sampai 19 KUHAP.  
Penerapan teknik dan strategi penangkapan tersangka tindak 
pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan perlu ditindak-
lanjuti dan didukung oleh pemerintah dan DPR, misalnya dengan 
melakukan revisi beberapa pasal dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 
tentang KPK, khususnya terkait dengan dasar hukum Operasi 
Tangkap Tangan sehingga di kemudian hari tidak lagi ada kasus 
Praperadilan yang dilakukan oleh tersangka Tipikor yang telah 
ditangkap dan ditahan oleh KPK.  
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